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ABSTRAK  
 
Andica, Isna Nur. Hak Gugat Organisasi (Legal Standing) Pada Perkara Hukum 
Perlindungan Konsumen Di Indonesia (Studi Kasus pada Putusan Nomor 
19/Pdt.G/2019/PN Tgl). Skripsi. Tegal: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, 
Universitas Pancasakti Tegal. 2019. 
Munculnya beberapa kasus gugatan perwakilan kelompok, khususnya legal 
standing ke pengadilan merupakan salah satu fenomena baru dalam praktik peradilan 
perdata di Indonesia. Secara prosedural gugatan legal standing belum diatur secara jelas 
dalam perundang-undangan (hukum acara perdata). Persoalannya apakah pihak 
penggugat yang mengajukan gugatan secara hukum mempunyai kapasitas 
mengatasnamakan kepentingan publik atau kelompok masyarakat yang diwakilinya. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hak gugat organisasi 
(legal standing) pada perkara hukum perlindungan konsumen di Indonesia dan 
penerapan gugatan legal standing dalam hukum perlindungan konsumen sengketa utang 
piutang pada putusan nomor 19/Pdt.G/2019/PN Tgl. Jenis penelitian yang digunakan 
adalah penelitian kepustakaan (library research). Sumber datanya adalah data sekunder 
dengan metode pengumpulan data dokumentasi dan studi kepustakaan. Metode analisis 
data yang digunakan adalah metode kualitatif dianalisa secara normatif kualitatif. 
Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa pengaturan hak gugat organisasi (legal 
standing) pada perkara hukum perlindungan konsumen di Indonesia diatur dalam Pasal 
46 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dengan syarat LSM 
yaitu terdaftar pada pemerintah kabupaten/kota dan bergerak di bidang perlindungan 
konsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya, berbentuk badan hukum 
atau yayasan, dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan 
didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan 
telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya. Penerapan gugatan 
legal standing dalam hukum perlindungan konsumen sengketa utang piutang pada 
putusan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Tgl, yaitu Yapeknas Kabupaten Tegal mengajukan 
gugatan legal standing terhadap Pimpinan Cabang PT BRI Cabang Tegal. Pengajuan 
gugatan tersebut dilakukan karena adanya pengaduan masyarakat bernama Gunawan 
Agung Supriyanto yang diduga hak-haknya dilanggar oleh tergugat. Penerapan gugat 
legal standing tidak apat diterima, karena dalam mengajukan gugatannya tidak 
bertindak untuk kepentingan umum. 
Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan 
masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di 
lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. 
 
Kata Kunci: Legal Standing, Hukum Perdata, dan Perlindungan Konsumen 
vi 
ABSTRACT 
 
Andica, Isna Nur. Legal Standing in Legal Cases of Consumer Protection in Indonesia 
(Case Study in Decision Number 19/Pdt.G/2019/PN Tgl). Skripsi. Tegal: Law Faculty 
Faculty of Law Study Program, Tegal Pancasakti University. 2019. 
The emergence of several cases of group representation lawsuits, especially 
legal standing to court is one of the new phenomena in the practice of civil justice in 
Indonesia. Procedurally, legal standing lawsuits have not been clearly regulated in 
legislation (civil procedural law). The issue is whether the plaintiff who filed the lawsuit 
has the capacity to act on behalf of the public interest or the group of people he 
represents. 
This study aims to determine the organization's legal standing arrangements 
(legal standing) in consumer protection law cases in Indonesia and the application of 
legal standing lawsuits in the consumer protection law for debt and dispute disputes in 
decision number 19/Pdt.G/2019/PN Tgl. The type of research used is library research. 
The data source is secondary data with the method of collecting documentation data and 
library research. Data analysis method used is a qualitative method that is analyzed 
normatively qualitatively. 
The results of this study concluded that the organization's legal standing 
arrangement in the consumer protection law case in Indonesia is regulated in Article 46 
Paragraph (1) Letter c of the Consumer Protection Act. With the requirements of NGOs, 
namely registered with the district / city government and engaged in consumer 
protection as stated in its articles of association, in the form of legal entities or 
foundations, the articles of association expressly state that the purpose of the 
establishment of the organization is in the interests of consumer protection and has 
carried out activities in accordance with its articles of association. The application of 
the legal standing lawsuit in the consumer protection law for the debt dispute in the 
decision Number 19/Pdt.G/2019/PN Tgl, namely Yapeknas Tegal Regency filed a legal 
standing suit against the Branch Manager of PT BRI Tegal Branch. The filing of the 
lawsuit was made because of a public complaint named Gunawan Agung Supriyanto 
whose rights were allegedly violated by the defendant. The application of a legal 
standing lawsuit is not acceptable, because in filing a lawsuit it does not act in the public 
interest. 
Based on the results of this study are expected to be material information and 
input for students, academics, practitioners, and all parties in need in the Faculty of Law, 
University of Pancasakti Tegal. 
 
Keywords: Legal Standing, Civil Law, and Consumer Protection 
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BAB I 
PENDAHULUAN  
 
A. Latar Belakang Masalah  
Perkembangan zaman menuntut perkembangan lebih jauh di bidang hukum, 
sebagai konsekuensi suatu negara hukum untuk menempatkan hukum di atas segala 
kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Negara dan masyarakat diatur dan 
diperintah oleh hukum, bukan diperintah oleh manusia sehingga hukum berada di 
atas segala-segalanya, kekuasaan dan penguasa tunduk kepada hukum. Semakin 
kompleksnya permasalahan yang ada di Indonesia, membutuhkan satu sistem 
penanganan yang lebih maju.  
Sebagai negara hukum, Indonesia wajib menempatkan hukum di atas semua 
urusan, baik berkaitan dengan kehidupan bernegara maupun kehidupan 
bermasyarakat. Semua aktivitas yang dilakukan oleh negara dan masyarakat diatur 
dan diikat oleh hukum, bahkan penguasa beserta kekuasaannya harus mematuhi 
hukum yang berlaku. Inilah konsekuensi menjadi negara hukum. Salah satu ciri dari 
negara hukum adalah adanya badan peradilan yang menjadi tempat terbaik untuk 
melakukan semua tindakan sebagai upaya untuk menegakkan hukum dan keadilan.1 
Setiap manusia, baik warga negara ataupun orang asing dengan tidak 
memandang agama dan budaya merupakan subjek hukum. Manusia sebagai subjek 
hukum mengandung pengertian bahwa setiap manusia berstatus sebagai orang 
dalam pemikiran hukum. Selain manusia pribadi, terdapat badan-badan yang oleh 
                                                  
1 BP Lawyers, Apa Perbedaan Antara Legal Standing dan Class Action, Online: 
https://ninoicecompanies.blogspot.com/2018/11/apa-perbedaan-antara-legal-standing-dan.html, diakses 
tanggal 06 Oktober 2019. 
  
2 
hukum diberikan hak dan kewajiban yang juga termasuk subjek hukum, badan-
badan tersebut disebut sebagai badan hukum (rechtspersoon). Badan hukum diakui 
sebagai subjek hukum didasarkan pada pandangan teori hukum yang menganggap 
bahwa sekelompok orang yang mendirikan perkumpulan dapat memiliki hak-hak 
yang dipersamakan dengan manusia untuk melakukan hubungan dalam lalu lintas 
hukum.2 
Badan hukum terdiri dari badan hukum publik dan badan hukum privat. 
Badan hukum publik adalah badan hukum yang berkaitan dengan pemerintahan. 
Sedangkan badan hukum privat adalah organisasi yang bergerak di luar bidang 
politik dan kenegaraan. Badan hukum privat didirikan untuk mencari keuntungan 
atau tujuan sosial. Pada saat ini terdapat organisasi-organisasi yang terbentuk 
dengan tujuan sosial. Organisasi tersebut merupakan perkumpulan orang-orang 
yang memiliki kepedulian terhadap suatu bidang yang terbentuk atas dasar 
kepedulian sosial. 
Salah satu unsur negara hukum adalah berfungsinya kekuasaan kehakiman 
yang merdeka yang dilakukan oleh badan peradilan. Pemberian kewenangan yang 
merdeka tersebut merupakan katup penekan, atas setiap pelanggaran hukum tanpa 
kecuali. Pemberian kewenangan ini menempatkan kedudukan badan peradilan 
sebagai benteng terakhir dalam upaya penegakan kebenaran dan keadilan. Dalam 
hal ini tidak ada badan lain yang berkedudukan sebagai tempat mencari penegakan 
kebenaran dan keadilan apabila timbul sengketa atau pelanggaran hukum. 
                                                  
2 Sasongko, Wahyu, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2013, 
hlm. 51. 
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Perkara perdata dapat terjadi karena pelanggaran hukum, yaitu pelanggaran 
terhadap hak seseorang. Pelanggaran tersebut dapat terjadi karena perbuatan 
melawan hukum yang menimbulkan kerugian orang lain atau karena wanprestasi, 
yaitu tidak memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan kontrak yang menimbulkan 
kerugian bagi orang lain. Kerugian yang timbul dapat berupa kerugian materil atau 
berupa kerugian imateril. Pelanggaran hak seseorang itu dapat terjadi karena 
kesengajaan atau kelalaian.3 
Proses penyelesaian perkara perdata melalui pengadilan diatur dalam hukum 
acara perdata. Pada mulanya, pengajuan tuntutan hak yang dikenal hanya pengajuan 
tuntutan hak melalui gugatan biasa. Namun dalam perkembangannya, pengajuan 
tuntutan hak dapat diajukan melalui mekanisme class action, legal standing, dan 
citizen lawsuit. Mekanisme pengajuan gugatan biasa merupakan mekanisme 
pengajuan tuntutan hak oleh penggugat kepada tergugat sebagai akibat perbuatan 
wanprestasi atau perbuatan melawan hukum tergugat yang telah menimbulkan 
kerugian pada diri penggugat.  
Gugatan class action merupakan mekanisme pengajuan tuntutan hak oleh 
penggugat yang jumlahnya sangat banyak dimana gugatan diajukan oleh wakil 
kelompok, mewakili kepentingan sendiri maupun anggota kelompoknya, dengan 
tuntutan berupa ganti kerugian. Gugatan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau 
legal standing merupakan mekanisme pengajuan tuntutan oleh LSM sebagai akibat 
pelanggaran perbuatan melawan hukum yang dilakukan pihak lain yang merupakan 
kegiatan perlindungan yang dilakukan LSM tersebut sebagaimana diatur dalam 
                                                  
3 Muhammad, Abdulkadir, Hukum Acara Perdata Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 
2012, hlm. 19. 
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anggaran dasarnya. Gugatan citizen lawsuit merupakan gugatan yang diajukan oleh 
seorang atau lebih warga negara atas nama seluruh warga negara yang diajukan 
kepada negara, dalam hal ini penyelenggaraan negara, sebagai akibat adanya 
perbuatan melawan hukum, pada umumnya berupa penelantaran hak-hak warga 
negara, dengan maksud agar segera dibentuk aturan hukum.4 
Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Masyarakat di dalam praktiknya 
timbul hak gugat yang bergerak di bidang tertentu untuk mengajukan gugatan, 
misalnya yang bergerak dibidang lingkungan hidup, kehutanan atau konsumen. 
Mereka tidak secara langsung menjadi korban dari suatu keadaan, apakah perusakan 
hutan, pencemaran lingkungan atau sebagai konsumen. Akan tetapi, diberi hak oleh 
undang-undang (hukum) untuk mengajukan gugatan. Hak itu disebut dengan legal 
standing.5 
Legal standing secara materiil diatur dalam beberapa undang-undang, yaitu 
Pasal 92 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No. 41 Tahun 
1999 tentang Kehutanan dan Pasal 46 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen. Pengertian standing adalah hak kelompok masyarakat 
atau lembaga yang bertindak untuk dan mewakili kepentingan publik, hak demikian 
dikenal dengan hak gugat Lembaga Swadaya Masyarakat.6 
                                                  
4 Bintoro, Rahardi Wasi, Tuntutan Hak dalam Persidangan Perkara Perdata, Dinamika 
Hukum, Volume 10 No. 2, Mei 2010, hlm. 147. 
5 Prinst, Darwan, Strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata, Bandung: Citra Aditya 
Bakti, 2002, hlm. 28. 
6 Nugroho, Susanti Adi, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara 
Serta Kendala Implementasinya, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 203. 
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Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen menyebutkan ”Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh 
melalui Pengadilan atau di luar Pengadilan”. Berdasarkan pilihan sukarela para 
pihak yang bersengketa. Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 
tentang Perlindungan Konsumen, menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa 
melalui pengadilan dikatakan menjadi wewenang dari peradilan umum, sedangkan 
penyelesaian sengketa di luar pengadilan menjadi wewenang lembaga yang 
bertugas menyelesaikan sengketa konsumen. Penyelesaian sengketa di luar 
pengadilan hanya dapat ditempuh oleh penggugat individu, karena gugatan secara 
berkelompok, atau gugatan perwakilan atau gugatan yang dilakukan oleh 
pemerintah hanya dapat diajukan kepada peradilan umum.7 
Di Indonesia, pertama kali mekanisme hukum acara legal standing 
dimasukkan di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 
Lingkungan Hidup (UUPLH 1997), kemudian pula di dalam Undang-Undang No. 
32 Tahun 2009 tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH 
2009). Sebelum kehadiran UUPLH 1997, legal standing telah muncul dalam 
praktek di dalam penegakan hukum lingkungan. Beberapa LSM telah tampil sebagai 
standing dalam perkara-perkara perlindungan lingkungan. Atas dasar 
perkembangan praktek tersebut, legal standing tidak hanya dikenal di dalam 
UUPLH (1997 dan 2009), tetapi juga di bidang perlindungan konsumen yang diatur 
dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.8 
                                                  
7 Nugroho, Susanti Adi, Ibid., hlm. 239. 
8 Siahaan, Nommy H.T., Perkembangan Legal Standing Dalam Hukum Lingkungan, FH 
UNISBA, Vol. 13 No. 3, November 2011, hlm. 236. 
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Penelitian ini akan membahas gugatan legal standing yang diajukan oleh 
Yayasan Perlindungan Konsumen Nasional (Yapeknas), berkedudukan di Jl. 
Kutilang No. 2 Desa Pedeslohor RT. 04/RW.01. Kecamatan Adiwerna, Kabupaten 
Tegal, Jawa Tengah, yang diwakili oleh Istanto Ketua Yayasan Perlindungan 
Konsumen Nasional Pusat Kab. Tegal sesuai Perubahan Akta Pendirian Yayasan 
Komite Nasional Perlindungan Konsumen Kabupaten Tegal Nomor 14 tanggal 10 
Agustus 2011. Gugatan ditujukan kepada PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Pusat 
Jakarta CQ PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Tegal (Tergugat I), Notaris dan 
PPAT (Tergugat II), dan Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Kantor Badan 
Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta Cq. Kepala Kantor Badan 
Pertanahan Nasional (BPN) (Tergugat III) dalam perkara nomor 19/Pdt.G/2019/PN 
Tgl. 
Penggugat adalah badan hukum yang berbentuk yayasan seperti disebutkan 
dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia 
Nomor: 302/MPP/Kep/10/2001 tentang Pendaftaran Lembaga Perlindungan 
Konsumen Swadaya Masyarakat disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf (a). nomor 
(1). Penggugat telah melaksanakan tugasnya sesuai anggaran dasarnya yang mana 
diatur dalam peraturan tersebut yang disebutkan dalam Pasal 12 ayat (1). Hal 
tersebut telah diakui secara luas sejak berdiri pada tahun 2011, Penggugat telah 
secara nyata melaksanakan kegiatan dalam anggaran dasarnya terutama yang 
diwujudkan dalam membela hak hak setiap orang pemakai barang dan/atau jasa 
yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang 
lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. melalui langkah 
hukum. Pembelaan secara litigasi dan non litigasi yang dilakukan Penggugat telah 
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menjadi hal yang diketahui umum terbukti dengan tingkat kepercayaan masyarakat 
kepada Penggugat masih percaya untuk memberikan bantuan hukum dan 
melakukan advokasi perlindungan konsumen, hal tersebut dapat diketahui dalam 
Laporan Tahunan selama Tiga Tahun.  
Penggugat dalam mengajukan gugatan legal standing tidak menggunakan 
surat kuasa dari setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam 
masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun 
makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Melainkan Penggugat dalam 
mengajukan gugatan aquo berasarkan pengaduan sehingga Penggugat bemaksud 
melakukan teguran/mengajak kepada pihak Para Tergugat untuk menegakan hukum 
sesuai dalam undang-undang yang mengaturnya. 
Hasil Pemeriksaan baik bukti-bukti dan kronologi kejadian dalam 
pengaduan konsumen yang diterima melalui Kantor Penggugat, diketahui banyak 
pelanggaran-pelanggaran atau penyimpangan dalam pengetrapan hukum Sehingga 
dapat menyebabkan kerugian bagi “setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang 
tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, 
maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. 
Perkembangan sejarah perlindungan hukum di Indonesia, khusus mengenai 
perlindungan hukum melalui gugatan perwakilan (class actions) dan hak gugat 
organisasi (legal standing/ius standi) sedang hangat-hangatnya dibicarakan baik 
dalam kalangan akademi, maupun di kalangan penasehat hukum, lembaga swadaya 
masyarakat dan di kalangan badan peradilan sendiri. Konsep gugatan perwakilan 
(class actions) masih tergolong baru, maka masih banyak kalangan praktisi hukum 
memberikan pengertian gugatan perwakilan (class actions) identik atau sama 
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dengan pengertian hak gugat organisasi (legal standing/ius standi) pada hal 
pengertian gugatan perwakilan (class actions) berbeda dengan pengertian gugatan 
organisasi (legal standing). 
Munculnya beberapa kasus gugatan perwakilan kelompok, khususnya legal 
standing ke pengadilan merupakan salah satu fenomena baru dalam praktik 
peradilan perdata di Indonesia. Meskipun demikian, pada umumnya gugatan legal 
standing yang diajukan ke pengadilan selama ini hampir selalu dinyatakan tidak 
diterima atau N.O. (Niet Onvankeilijk verklaard). Hal itu terjadi karena berbagai 
alasan tentunya, diantaranya adalah secara prosedural gugatan legal standing belum 
diatur secara jelas dalam perundang-undangan (hukum acara perdata). Di samping 
itu sering pula dipersoalkan apakah pihak penggugat yang mengajukan gugatan 
secara hukum mempunyai kapasitas atau kewenangan mengatasnamakan 
kepentingan publik atau kelompok masyarakat yang diwakilinya.  
Legal standing telah diakui dalam beberapa undang-undang di Indonesia 
namun mengenai prosedur atau hukum acaranya legal standing belum diatur baik 
dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah bahkan Peraturan Mahkamah Agung 
(PERMA) sekalipun. Beberapa aturan menyebutkan prosedur legal standing 
mengacu pada hukum acara perdata yang berlaku, namun seperti halnya class action 
maka legal standing ini memiliki karakteristik atau kekhasan tersendiri, yang itu 
belum terakomodir dalam hukum acara yang berlaku.9 
Secara materiel hukum nasional telah mengatur gugatan perwakilan (class 
actions) dan hak gugat organisasi (legal standing/ius standi), namun hukum acara 
                                                  
9 Nugroho, Susanti Adi, Op Cit., hlm. 25. 
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yang ditunjuk sebagai hukum formil yang mempertahankan hukum materieal 
tersebut belum diatur. Berawal dari latar belakang masalah tersebut di atas penulis 
tertarik untuk mengetahui bagaimana hakim dalam mempertimbangkan gugatan 
Legal Standing Yayasan Perlindungan Konsumen Nasional (Yapeknas) tidak 
mempunyai kapasitas hukum sebagai penggugat sudah tepat ataukah masih ada 
kekurangan yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka permasalahan 
pokok yang akan diteliti oleh penulis dirumuskan sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah pengaturan hak gugat organisasi (legal standing) pada perkara 
hukum perlindungan konsumen di Indonesia? 
2. Bagaimanakah penerapan gugatan legal standing dalam hukum perlindungan 
konsumen sengketa utang piutang pada putusan nomor 19/Pdt.G/2019/PN Tgl? 
C. Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai 
melalui penelitian ini adalah:  
1. Untuk mengetahui pengaturan hak gugat organisasi (legal standing) pada 
perkara hukum perlindungan konsumen di Indonesia. 
2. Untuk mengetahui penerapan gugatan legal standing dalam hukum 
perlindungan konsumen sengketa utang piutang pada putusan nomor 
19/Pdt.G/2019/PN Tgl? 
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D. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dari segi teoritis maupun 
dari segi praktis, sebagai berikut:  
1. Secara Teoritis 
Hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran dalam ilmu pengetahuan 
hukum, khususnya mengenai hak gugat organisasi (legal standing) pada perkara 
hukum perlindungan konsumen di Indonesia dan menambah referensi terkait 
dengan proses pemeriksaan perkara legal standing Lembaga Perlindungan 
Konsumen Swdaya Masyarakat. 
2. Secara Praktis 
a. Memberikan wawasan bagi para mahasiswa ilmu hukum, pengetahuan bagi 
penulis dan masyarakat mengenai hak gugat organisasi (legal standing) pada 
perkara hukum perlindungan konsumen di Indonesia. 
b. Sumbangan pemikiran bagi hakim khususnya dan bagi para aparat penegak 
hukum, yang mudah-mudahan dapat melakukan peningkatan pengetahuan 
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu menerapkan hukum acara 
sesuai dengan hukum acara yang berlaku, agar memenuhi keadilan 
masyarakat, sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara 
profesional, manusiawi, dan berkeadilan. 
c. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat agar lebih teliti dan 
memperhatikan kapasitas hukumnya dalam mengajukan tuntutan hak terkait 
gugatan legal standing dalam perkara hukum perlindungan konsumen dan 
sebagai bahan rujukan bagi lembaga swadaya masyarakat dalam 
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mengajukan tuntutan hak di pengadilan dengan memperhatikan status dan 
kedudukan hukum LSM itu sendiri. 
 
 
E. Tinjauan Pustaka  
Penelitian tenang gugat organisasi (legal standing) sudah pernah dilakukan 
oleh beberapa peneliti, namun penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya 
hal ini dikarenakan penulis mengambil objek putusan dan kajian permasalahan yang 
berbeda. Adapun penelitian sebelumnya yang dapat dijadikan rujukan dalam 
penelitian ini sebagai berikut: 
Sutiyoso, Bambang (2004) Implementasi Gugatan LegalStanding dan Class 
Action dalam Praktik Peradilan di Indonesia, JURNAL HUKUM. No. 26 Vol. 11. 
Mei 2004: 63-78. Tulisan ini berupaya menyoroti beberapa aspek permasalahan 
yang sering muncul berkaitan dengan lembaga hukum legal standing di Indonesia, 
implementasinya dalam praktik peradilan, hal-hal yang dipersyaratkan dalam 
gugatan perdata konvenslonal, serta kemungkinan langkah terobosan hukum oleh 
hakim dalam upaya mengantisipasinya. 
Hasil penelitian disimpulkan bahwa implementasi gugatan perwakilan 
kelompok, khususnya legal standing dalam praktik peradilan di Indonesia sampai 
sekarang ini masih sering dihadapkan pada kendala yang bersifatteknis prosedural. 
Peraturan perundang-undangan yang mengatumya masih sebatas hukum materiii, 
sedangkan dalam hukum formilnya (hukum acara perdata) tidak diatur secara jelas. 
Ketiadaan ketentuan prosedural dalam hukum formil (hukum acara perdata) yang 
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mengatumya, sebenamya bukan merupakan halangan bagi hakim untuk 
memberikan putusan yang adil, karena hakim dapat mempergunakan sumber hukum 
lainnya. Hakim harus mempunyai keberanian untuk melakukan terobosan hukum 
dengan menggunakan penemuan hukum (rechtsvinding) sehingga eksistensi 
gugatan legal standing dapat diakui dan diterima dalam praktik peradilan di 
Indonesia. Mesklpun telah dikeluarkan Perma No. 1 Tahun 2002 yang mengatur 
acara gugatan perwakllan kelompok, kedepan eksistensinya perlu dlrumuskan 
dengan tegas dalam ketentuan KItab Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang 
baru. Gugatan perwakilan kelompok semacam ini merupakan altematif peradilan 
yang lebih sederhana cepat dan biaya ringan, oleh karena ituamat dibutuhkan dalam 
praktik sesuai dengan tuntutan zaman. 
Siahaan, Nommy H.T. (2011) Perkembangan Legal Standing Dalam Hukum 
Lingkungan (Suatu Analisis Yuridis Dalam Public Participatory Untuk 
Perlindungan Lingkungan). FH. UNISBA. Vol. XIII. NO. 3 November 2011. 
Tulisan ini membahas mekanisme legal standing bagi pihak, khususnya bagi 
organisasi lingkungan dengan fokus analisis terhadap eksistensi, teori dan basis 
hukum yang mendasari mekanismenya. Lebih jauh, menganalisis pula legal 
standing hukum lingkungan, yang selain dimiliki oleh LSM, juga warga dengan apa 
yang disebut citizen law suit. Mekanisme yang disebut terakhir, secara yuridis 
belum mendapat landasan dalam sistem legislasi kita, khususnya Undang-Undang 
No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, selanjutnya 
disebut UUPLH 2009. Padahal salah satu nilai dari prinsip sustainng secable 
development adalah hak partisipatif yang aktif dari tiap orang, pihak dan golongan 
untuk mencapai nilai lingkungan hidup yang lebih baik. 
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Kesimpulan dari penelitian ini adalah kebijakan pengelolaan lingkungan 
tidak jarang digugat oleh berbagai pihak, terkait dengan fakta obyektif bahwa 
tatkala yang paling rentan menderita adalah kalangan kelas bawah, katakanlah 
petani, masyarakat pedesaan, atau penghuni lahan yang potensial nilai sumber-
sumber alamnya. Seringkali kalangan penduduk tersebut tidak banyak tahu apa yang 
sedang mengancam dirinya terkait dengan dampak-dampak pembangunan dan 
pengelolaan lingkungan, dan ketika terjadi hal yang merugikan dirinya, mereka pun 
tidak bisa berbuat apa. Banyak Negara, khususnya Negara-negara common law 
telah mengakomodasikan beberapa kebijakan hukum lingkungan yang berorientasi 
massive interest, seperti class actions, legal standing, citizen law suit atau disebut 
juga dengan citizen standing, karena dengan sistem demikian sangat memberikan 
kemudahan kepada para korban atau penggugat untuk melakukan gugatan-gugatan 
karena kepentingan mereka dirugikan oleh pihak-pihak lain. Namun sayangnya, 
mengenai citizen law suit, hingga kini belum menjadi bagian dari peraturan 
perundang-undangan nasional, karena tidak ada diatur di dalam undang-undang. 
Padahal, pada masa sebelum berlakunya Undang-Undang No 32 Tahun 1999, dalam 
praktek telah berkali-kali gugatan citizen law suit diajukan di beberapa pengadilan 
di Indonesia, di antaranya sudah ada pula kasus yang diterima dan menjadi 
yurisprudensi tetap. 
I Gede Yusa, Komang Pradnyana Sudibya, Nyoman Mas Aryani, dan Bagus 
Hermanto (2018) Gagasan Pemberian Legal Standing Bagi Warga Negara Asing 
dalam Constitutional Review. Jurnal Konstitusi, Vol. 15, No. 4, Desember 2018, 
Fakultas Hukum Universitas Udayana. Adapun tulisan ini bertujuan untuk 
menggagas pemberian legal standing bagi warga negara asing dalam permohonan 
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constitutional review di Mahkamah Konstitusi. Metode penelitian menggunakan 
metode penulisan normatif dengan pendekatan studi konseptual, pendekatan 
perbandingan dan pendekatan perundang-undangan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian legal standing bagi warga 
negara asing dalam permohonan constitutional review di Mahkamah Konstitusi ke 
dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi 
terkait dapat dilakukan dengan melihat perspektif hak asasi manusia dan negara 
hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007, perihal pengujian 
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika diajukan oleh ketiga 
orang pelaku Bali Nine yang merupakan warga negara asing. Adapun Mahkamah 
Konstitusi dalam amar putusannya memutuskan bahwa permohonan pengujian yang 
diajukan oleh ketiga warga negara asing tersebut tidak dapat diterima (niet 
ontvankelijk verklaard), bahwa terhadap putusan ini terdapat dissenting opinion dari 
4 (empat) orang Hakim Konstitusi berkaitan dengan kedudukan hukum (legal 
standing) pemohon berkewarganegaraan asing, yaitu Hakim Konstitusi Laica 
Marzuki, Achmad Roestandi, Harjono dan Maruarar Siahaan, yang pada intinya 
mengakui legal standing bagi ketiga warga negara asing tersebut. Perspektif 
perbandingan, terdapat beberapa Mahkamah Konstitusi di dunia menerima 
permohonan constitutional review oleh warga negara asing, seperti halnya di 
Republik Ceko, Mongolia serta Republik Federal Jerman.  
F. Metode Penelitian  
Suatu penelitian harus menggunakan suatu metode yang tepat dengan tujuan 
yang hendak dicapai sebelumnya untuk memperoleh kebenaran yang dapat 
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dipercaya keabsahannya. Metodolgi pada hakekatnya memberikan pedoman, 
tentang cara-cara seorang mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-
lingkungan yang dihadapinya.10 Adapun metode penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini, sebagai berikut: 
1. Jenis Penelitian  
Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan (library 
research) yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder. Sumber datanya 
diperoleh melalui penelurusan dokumen terkait hak gugat legal standing dalam 
hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Penulis juga meneliti bahan-bahan 
hukum sekunder berupa dokumen dan buku-buku yang relevan dengan 
permasalahan.  
2. Pendekatan Penelitian  
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu 
penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data 
sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan 
bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, 
dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah 
yang diteliti.11 Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum 
normatif atau kepustakaan mencakup: penelitian terhadap asas-asas hukum, 
penelitian terhadap sistematik hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi 
vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.12  
                                                  
10  Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 2008, hlm. 6. 
11  Ibid, hlm. 52. 
12  Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, 
Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 14. 
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Penelitian ini dilakukan menitikberatkan pada penelitian terhadap 
sistematik hukum. Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam 
penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu meninjau permasalahan 
hukum secara normatif terkait dengan hak gugat organisasi (legal standing) 
dalam hukum perlindungan konsumen. Penelitian ini merupakan penerapan 
hukum terhadap konflik hukum yang diselesaikan melalui pengadilan. 
Penelitian ini dilakukan menganalisis dokumen yang berupu putusan sebagai 
data utamanya, didukung data sekunder terdiri dari bahan ukum primer dan 
bahan hukum sekunder. 
3. Sumber Data  
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, 
yaitu data yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan atau masyarakat, 
melainkan diperoleh dari studi kepustakaan yang mencakup berbagai buku, 
dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian ilmiah yang 
berupa laporan serta bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan 
permasalahan yang diteliti.13 Penelitian ini, menggunakan sumber data yang 
digunakan adalah: 
a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri 
dari kaidah dasar. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian 
ini, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 8 
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Yurisprudensi Mahkamah 
Agung RI Nomor 824 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 1 Februari 2011. 
                                                  
13  Soekanto, Soerjono, Op Cit., hlm. 12. 
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b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan 
mengenai bahan hukum primer melalui hasil penelitian hukum, hasil 
karangan ilmiah dari kalangan hukum, dan artikel baik dari media cetak 
ataupun media massa yang berkaitan dengan pokok bahasan. 
c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun 
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus hukum, 
ensiklopedia, dan sebagainya.14  
4. Metode Pengumpulan Data  
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
studi kepustakaan (library research) atau studi dokumen, yaitu suatu alat 
pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan 
content analysis.15 Penulis melakukan studi dokumen atau bahan pustaka 
dengan cara mengunjungi perpustakaan, membaca, mengkaji dan mempelajari 
bukubuku, literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal penelitian, 
makalah, internet, dan sebagainya guna mengumpulkan dan menunjang 
penelitian. 
5. Metode Analisis Data 
Bahan hukum yang diperoleh akan dianalisa secara normatif kualitatif, 
yaitu dengan membahas dan menjabarkan bahan hukum yang diperoleh 
berdasarkan norma-norma hukum atau kaidah-kaidah hukum yang relevan 
dengan pokok permasalahan. Analisis data merupakan tahap yang sangat 
penting dan menentukan dalam setiap penelitian. Dalam tahap ini penulis harus 
                                                  
14  Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri, Op Cit., hlm. 13. 
15  Soekanto, Soerjono, Op Cit., hlm. 21. 
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melakukan pemilahan data-data yang telah diperoleh. Penganalisisan data pada 
hakekatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi bahan-bahan 
hukum tertulis untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.16  
Penulis melakukan penelitian normatif terhadap sistematik hukum, maka 
analisis data yang dipergunakan oleh penulis adalah analisa data dengan cara 
melakukan analisa terhadap pasal-pasal yang isinya merupakan kaedah hukum, 
dalam hal ini adalah analisis terhadap pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-
Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Setelah dilakukan 
analisa, maka dilakukan konstruksi data yang dilakukan dengan cara 
memasukkan pasal-pasal tertentu ke dalam kategori-kategori atas dasar 
pengertian-pengertian dasar dari system hukum tersebut.17  
G. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan berguna untuk memberikan gambaran secara garis 
besar, penulis menggunakan sistematika penulisan hukum sebagai berikut: 
Bab I  Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 
penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, 
sistematika penulisan. 
Bab II Tinjauan Konseptual, menjelaskan teori-teori terkait permasalahan 
penelitian, antara lain: tinjauan hukum perdata, tinjauan tentang gugatan, 
tinjauan tentang legal standing, tinjauan tentang lembaga perlindungan 
                                                  
16  Soekanto, Soerjono, Ibid., hlm. 251-255. 
17  Ibid., hlm. 255. 
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konsumen swadaya masyarakat, dan pertimbangan hakim dalam 
menjatuhkan putusan. 
Bab III  Hasil Penelitian dan Pembahasan, membahas tentang hasil penelitian 
terkait permasalahan yaitu pengaturan hak gugat organisasi (legal 
standing) pada perkara hukum perlindungan konsumen di Indonesia dan 
penerapan gugatan legal standing dalam hukum perlindungan konsumen 
sengketa utang piutang pada putusan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Tgl. 
Bab IV  Penutup, berisi kesimpulan dan saran dari penulis yang didasarkan hasil 
penelitian. 
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BAB II 
TINJAUAN KONSEPTUAL  
 
A. Tinjauan tentang Hukum Perdata  
1. Pengertian Hukum Perdata  
Sistem hukum Indonesia menganut sistem hukum eropa kontinental, namun 
dewasa ini sistem hukum Indonesia terpengaruh oleh sistem hukum sipil. Sistem 
hukum Indonesia secara historis sangat dipengaruhi oleh sistem hukum yang 
diperkenalkan pemerintah kolonial Belanda, ini terlihat pada Bab II Peraturan 
Peralihan UUD 1945. Namun, subsistem hukum yang mendukung mengandung 
pengaruh hukum adat, hukum Islam dan hukum barat lainnya, sehingga hasilnya 
adalah kompleks.  
Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan lembaga 
peradilan di bawahnya, yaitu pengadilan umum, pengadilan agama, pengadilan 
militer, pengadilan administrasi dan court, konstitusional Hukum Acara Perdata, 
HIR (Herziene Indonesisch Reglement), diwarisi dari administrasi Hindia Belanda, 
dan atau diperoleh dari OR (Inlandsch Reglement) yang terkandung dalam 
Staatsblad No. 16 dalam hubungannya dengan 57/1848, masih tersisa di force. HIR 
tidak membahas tindakan kelas atau perwakilan kelas.18  
Azas ini diberi nama azas konkordansi (concordantie-beginsel) yakni 
hukum yang berlaku bagi golongan hukum eropa di Indonesia harus disamakan 
(dikonkordansi), dengan hukum yang berlaku di Belanda. Tetapi bilamana keadaan 
                                                  
18 Santosa, Mas Achmad, Class Actions In Indonesia, Blackie, 2008, hlm. 1. 
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khusus di Indonesia memerlukan perkecualian, maka pembuat ordonasi dapat 
menetapkan suatu hukum lain. 
Hukum Acara Perdata Materiil berisikan norma-norma materiil tentang hak-
hak keperdataan orang/badan hukum, untuk menegakan hukum perdata materiil 
inilah dibutuhkan norma yang mengatur dapat berjalan/terlaksananya norma 
materiil tersebut, norma ini disebut Hukum Acara Perdata. Hukum acara perdata 
hanya diperuntukan menjamin ditaatinya hukum materiil perdata. Ketentuan hukum 
acara perdata pada umumnya tidak membebani hak dan kewajiban seperti yang kita 
jumpai dalam hukum materiil perdata, tetapi melaksanakan dan mempertahankan 
atau menegakkan kaidah hukum materiil, atau melindungi hak perseorangan.19 
Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana 
caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim. 
Hukum acara perdata merupakan peraturan hukum yang menentukan bagaimana 
caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Hukum acara perdata 
mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta 
memutusnya dan pelaksanaan dari pada putusannya.20 
2. Asas Hukum Acara Perdata 
Terdapat beberapa prinsip atau asas yang harus ditegakkan dan diterapkan 
dalam proses penyelesaian perkara melalui pengadilan menurut hukum acara 
perdata, antara lain sebagai berikut: 
                                                  
19 Mertokusumo, Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberti Yogyakarta, 
2009, hlm. 2. 
20 Ibid., hlm. 2. 
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1. Hakim bersifat pasif. Asas ini mengandung makna bahwa ruang lingkup atau 
luas pokok perkara yang diajukan ditentukan oleh para pihak yang berperkara 
dan bukan oleh hakim. Hakim wajib mengadili seluruh gugatan dan dilarang 
menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih 
dari apa yang dituntut.21 
2. Sidang pengadilan terbuka untuk umum. Setiap orang dibolehkan hadir dan 
mendengarkan pemeriksaan di persidangan. Apabila pemeriksaan dilakukan  
secara tertutup ataupun putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan tidak 
terbuka untuk umum, maka akan mengakibatkan putusan tersebut tidak sah dan 
tidak mempunyai kekuatan hukum serta mengakibatkan batalnya putusan itu 
menurut hukum, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.22 
3. Mendengar kedua belah pihak. Dalam hal ini, para pihak harus diperlakukan 
sama, hakim tidak boleh mendengar dan memberi kesempatan hanya kepada 
salah satu pihak saja tanpa ada kesempatan berpendapat dari pihak lain.23 
4. Putusan harus disertai alasan. Asas ini berarti bahwa putusan yang dijatuhkan 
harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak 
memenuhi ini dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan dan 
merupakan masalah yuridis. Akibatnya, putusan yang seperti itu dapat 
dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi.24 
                                                  
21 Sugeng, Bambang & Sujayadi, Hukum Acara Perdata & Dokumen Litigasi Perkara Perdata, 
Surabaya: Kencana. 2009, hlm. 10. 
22 Ibid, hlm. 11. 
23 Syahrani, Riduan, Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata, Bandung: Citra Aditya Bakti, 
2004, hlm. 131. 
24 Harahap, M. Yahya, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, 
Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 797. 
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5. Tidak ada keharusan mewakilkan. Dalam HIR, para pihak tidak diwajibkan 
untuk mewakilkan perkaranya kepada orang lain sehingga pemeriksaan di 
persidangan terjadi kepada para pihak yang berkepentingan secara langsung. 
Akan tetapi, para pihak dapat dibantu oleh seorang advokat yang bertindak 
sebagai kuasa dari pihak yang bersangkutan atau seseorang yang mempunyai 
hubungan keluarga. Hakim harus tetap memeriksa sengketa yang diajukan 
kepadanya meskipun para pihak tidak mewakilkan kepada seorang kuasa.25 
6. Proses peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Asas ini mengandung 
makna bahwa proses persidangan harus dilakukan dengan acara yang jelas, 
mudah dipahami dan tidak berbelit-belit sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 Ayat (4). Pemeriksaan dan penyelesaian 
perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif serta dengan biaya yang dapat 
dijangkau oleh masyarakat. Namun demikian, asas sederhana, cepat, dan biaya 
ringan sebagaimana yang dimaksud tidak menyampingkan ketelitian dan 
kecermatan untuk mencari kebenaran dan keadilan dalam pemeriksaan dan 
penyelesaian perkara di pengadilan.26 
3. Sumber Hukum Acara Perdata  
Sumber hukum dibedakan dalam arti formal dan dalam arti materiil. 
Salmond mendefinisikan sumber hukum dalam arti formal sebagai sumber yang 
                                                  
25 Sugeng, Bambang & Sujayadi, Op Cit, hlm. 12. 
26 Rimdan, Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amandemen Konstitusi, Jakarta: Kencana, 2012, hlm. 
54. 
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bersifat operasional yang berhubungan langsung dengan penerapan hukum.27 
Sedangkan hukum dalam arti materiil adalah sumber berasalnya substansi hukum.28 
Menurut SEMA nomor 19/1964 dan 3/1965, menegaskan berlakunya HIR 
dan Rbg, sumber hukum merupakan tempat kita menemukan dan menggali kaidah-
kaidah atau norma-norma yang kita butuhkan. Hukum acara perdata yang 
dinyatakan resmi berlaku adalah HIR untuk Jawa dan Madura dan Rbg. untuk luar 
Jawa dan Madura.  
Hingga kini hukum acara yang dianut untuk daerah Jawa dan Madura adalah 
Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) dan bagi daerah-daerah di luar Jawa dan 
Madura diatur dalam kitab hukum Rechtsreglement voor de buitengewesten (Rbg), 
yang keduanya merupakan peninggalan zaman kolonial, yang tidak lagi dapat 
sepenuhnya menampung perkembangan tuntutan keadilan dari masyarakat pencari 
keadilan. Penyelesaian sengketa melalui instrument hukum acara tersebut dalam 
praktiknya tidak dapat membantu konsumen dala m mencari keadilan.29 
Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Drt. Tahun 
1951 tentang tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan 
susunan, kekuasaan dan acara pengadilan sipil maka disebutkan bahwa sumber 
hukum acara pardata adalah sebagai berikut: 
a. Het Herziene Indonesich Reglement (HIR atau Reglement yang diperbaharui: S. 
1848 No. 16, S. 1941 No. 44) untuk daerah Jawa dan Madura; 
                                                  
27 Marzuki, P. M., Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group, 
2008, hlm. 257 
28 Ibid., hlm. 258. 
29 Nugroho, Susanti Adi, Op Cit., hlm. 43. 
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b. Rechtsreglement Buitengewesten (Rbg atau Reglement daerah sebrang: S. 1927 
No. 227) untuk luar Jawa dan Madura; 
c. Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering (RV atau Reglement, S. 1847 No. 
52, 1849 No. 63) hukum acara perdata untuk golongan Eropa; 
d. Reglement op de Rechterlijke Organisatie in het beleid der justitie in Indonesie 
(RO atau Reglement tentang Organisasi Kehakiman: 1847 No. 23); 
e. Burgerlijk Wetboek (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu 
khususnya dalam buku IV (Pasal 1865 s.d 1993); 
f. Undang-undang No. 14 Tahun 1970 (LN 1974) tentang Ketentuan-ketentuan 
Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah dengan Undang-undang 
Nomor 35 Tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman lalu diperbaharui lagi 
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman 
lalu diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman; 
g. Wetboek Van Koophandel en Faillissements-Verordening atau Kitab Undang-
Undang Hukum Dagang dan Kepailitan; 
h. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan 
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Acara Pemberian Izin Perkawinan, 
Pencegahan Perkawinan, Perceraian, Pembatalan Perkawinan dan sebagainya; 
i. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang memberlakukan 
HIR (Het Herziene Indonesich Reglement); 
j. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; 
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k. Adat Kebiasaan, menjadi sumber hukum acara perdata digunakan oleh hakim 
dalam penemuan hukum; 
l. Doktrin atau pendapat para sarjana merupakan sumber hukum acara perdata, 
sumber dimana hakim dapat menggali hukum acara perdata. Tetapai doktrin 
bukanlah hukum, melainkan sumber hukum; 
m. Perjanjian Internasional, dapat menjadi sumber hukum acara perdata sesuai 
dengan kebutuhan asalkan tidak bertentangan dengan hukum di Indonesia; 
n. Yurisprudensi, keputusan hakim sebelumnya menjadi acuan untuk hakim 
berikutnya memutuskan perkara terhadap perkara yang hampir sama tetapi tidak 
memutuskan dengan pertimbangan dan keputusan yang sama; 
o. Instruksi dan Surat Edaran Mahkamah Agung.30 
B. Tinjauan tentang Gugatan  
1. Pengertian Gugatan  
Gugatan merupakan suatu permohonan yang disampaikan kepada ketua 
pengadilan yang berwenang mengenai suatu tuntutan terhadap pihak lainnya dan 
harus diperiksa menurut tata cara tertentu oleh pengadilan, serta kemudian diambil 
putusan terhadap gugatan tersebut.31 Gugatan adalah sebagai suatu tuntutan hak dari 
setiap orang atau pihak (kelompok) atau badan hukum yang merasa hak dan 
kepentingannya dirugikan dan menimbulkan perselisihan, yang ditujukan kepada 
orang lain atau pihak lain yang menimbulkan kerugian itu melalui pengadilan.32  
                                                  
30 Khusnanto, N. Surat Kuasa yang Tidak Sah dalam Perkara yang Dimohonkan Banding, 
Skripsi, 2009, hlm. 14-17 
31 Prints, Darwan, Strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata,Jakarta: Citra Aditya 
Bakti, 2002, hlm. 2. 
32 Hutagalung, Sophar Maru, Praktik Peradilan Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 1. 
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Gugatan perdata disebut juga gugatan contentiosa artinya perkaranya 
bersifat partai atau perselisihan di antara para pihak, yaitu antara penggugat dan 
tergugat. Berbeda dengan permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan 
perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditujukan ke pengadilan 
yang sifatnya sepihak (bukan partai) tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagi 
tergugat. Permohonan biasanya diajukan kepada pengadilan untuk menetapkan 
sesuatu dan atas dasar permohonan itu hakim akan memberikan suatu penetapan, 
misalnya permohonan untuk penetapan ahli waris dan pembagian harta warisan 
yang diajukan oleh salah seorang ahli waris.33  
Setiap orang yang ingin menuntut haknya melalui jalur Pengadilan, pasti 
harus melakukan pengajuan gugatan, baik secara lisan ataupun tertulis. Gugatan 
yang sering dijumpai adalah gugatan secara tertulis. Gugatan atau tuntutan hak 
adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh 
pengadilan untuk mencegah ”eigenrichting”.34 Gugatan merupakan suatu tuntutan 
yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang oleh seseorang 
mengenai suatu hal akibat adanya persengketaan dengan pihak lainnya yang 
kemudian mengharuskan hakim memeriksa tuntutan tersebut menurut tata cara 
tertentu yang kemudian melahirkan keputusan terhadap gugatan tersebut.35 
2. Syarat-Syarat Gugatan  
                                                  
33 Ibid., hlm. 1-2. 
34 Mertokusumo, Sudikno, Op Cit., hlm. 52. 
35 Asikin, Zainal, Hukum Acara Perdata Di Indonesia, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, hlm. 
19. 
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Gugatan secara tertulis atau surat gugatan harus memenuhi syarat-syarat 
formal, yaitu sebagai berikut:  
a. Di dalam susunan gugatan, antara subjek dan objek gugatan, maupun antara 
posita dengan petitum gugatan haruslah jelas, misalnya identitas penggugat dan 
tergugat, serta objek gugatan, alasan atau dasar hukum penggugat mengajukan 
gugatan (surat gugatan yang tidak jelas menyebabkan gugatan dinyatakan tidak 
dapat diterima, vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 5 Juni 1975, 
Nomor 616 K/Sip/1973); 
b. Di dalam gugatan haruslah memuat secara lengkap fakta hukum yang menjadi 
dasar gugatan, sehingga sejalan dengan permintaan-permintaan penggugat yang 
dimuat dalam petitum (gugatan yang tidak lengkap menyebabkan gugatan 
dinyatakan tidak dapat diterima, vide Yurisprudensi Mahkamah Agung, tanggal 
28 November 1956, Nomor 195 K/Sip/1955); 
c. Di dalam gugatan harus juga memperhatikan logika-logika hukum yang dapat 
menimbulkan konsekuensi, bahwa hal-hal tersebut harus diajukan dalam surat 
gugatan, misalnya, perkara perbuatan melawan hukum, harus ada petitum yang 
menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.36  
Gugatan pada prinsipnya diajukan secara tertulis, tetapi apabila penggugat 
tidak dapat menulis maka dapat diajukan dengan lisan kepada ketua pengadilan, 
sesuai dengan ketentuan Pasal 120 HIR. Gugatan secara tertulis disebut dengan 
surat gugatan. Gugatan harus diperhatikan oleh penggugat bahwa gugatan diajukan 
                                                  
36 Hutagalung, Sophar Maru, Op Cit, hlm. 57-58. 
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kepada peradilan yang berwenang untuk mengadili perkara. Dalam hukum acara 
perdata dikenal dua macam kewenangan/kompetensi yaitu:  
a. Kewenangan/kompetensi absolut yang menyangkut pembagian kekuasaan 
antara badan-badan peradilan, dilihat dari macamnya pengadilan, menyangkut 
pemberian kekuasaan untuk mengadili (attributie van rechtsmacht); 
b. Kewenangan/kompetensi relatif mengatur pembagian kekuasaan mengadili 
antar badan peradilan yang sama, tergantung pada domisili atau tempat tinggal 
para pihak, terutama tergugat (distributie van rechtsmacht). Pengaturan 
mengenai kompetensi relatif ini diatur dalam Pasal 118 HIR.37  
Ada beberapa peraturan tambahan mengenai kompetensi relatif terkait 
pengajuan gugatan yaitu: Pertama, jikalau kedua pihak memilih tempat tinggal 
spesial dengan akte yang tertulis, maka penggugat jika ia mau dapat mengajukan 
gugatan kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukumnya tempat tinggal 
yang dipilih itu terletak (Pasal 118 ayat (4) HIR). Kedua, jikalau tergugat tidak 
mempunyai tempat tinggal yang dikenal, maka yang berkuasa mengadili ialah 
Pengadilan Negeri dari tempat kediamannya tergugat, dan Ketiga, jikalau Tergugat 
juga tidak mempunyai tempat kediaman yang diketahui, atau jikalau tergugat tidak 
terkenal, maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat 
tinggalnya penggugat atau di tempat tinggalnya salah seorang dari para tergugat atau 
jika gugatannya mengenai barang tak bergerak misalnya tanah, maka gugatan 
                                                  
37 Sutantio, Retnowulan & Oeripkartawinata, Iskandar, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan 
Praktek. Bandung: Mandar Maju, 2005, hlm. 11. 
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diajukan kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukumnya barang itu 
terletak (Pasal 118 ayat (3) HIR).38  
 
3. Bentuk dan Formulasi Surat Gugatan 
Pengajuan gugatan perdata yang dibenarkan undang-undang dalam praktik 
berbentuk lisan dan tulisan.39 
d. Berbentuk Lisan. Penggugat yang tidak bisa membaca dan menulis atau dengan 
kata lain buta huruf dimungkinkan untuk mengajukan gugatannya secara lisan 
kepada ketua pengadilan negeri yang berwenang untuk mengadili gugatan 
tersebut dan mohon agar dibuatkan surat gugatan. Sebagaimana diatur dalam 
Pasal 120 HIR: Jika penggugat tidak cakap menulis, maka tuntutan boleh 
diajukan secara lisan kepada ketua pengadilan negeri; ketua itu akan mencatat 
tuntutan itu atau menyuruh mencatatnya. (HIR. 101, 186, dst., 207, 209, 238).40 
e. Berbentuk Tulisan. Gugatan yang paling diutamakan adalah gugatan yang 
berbentuk tertulis sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 118 Ayat (1) HIR (Pasal 
142 Rbg). Menurut Pasal tersebut, gugatan harus dimasukkan kepada 
pengadilan negeri dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat 
atau kuasanya.41 
Penyususan suarat gugatan oleh penggugat yang berbentuk tulisan haruslah 
memperhatikan formulasi surat gugatan sebagai perumusan terhadap surat gugatan 
                                                  
38 Soepomo, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Jakarta: Pradnya Paramita, 2002, hlm. 
22-23. 
39 Harahap, M. Yahya, Op Cit, hlm. 48. 
40 Daud, A. Wahab, H.I.R. Hukum Acara Perdata, Jakarta: Pusbakum 2002, hlm. 11. 
41 Harahap, M.Yahya, Op Cit, hlm. 49. 
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yang akan diajukan. Formulasi tersebut merupakan syarat formil yang harus 
dipenuhi menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. Persyaratan mengenai isi gugatan terdapat dalam Pasal 8 Ayat (3) Rv 
(Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering) yang mengharuskan gugatan pada 
pokoknya memuat identitas dari para pihak, dalil-dalil konkrit tentang adanya 
hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan daripada tuntutan 
(middelen van den eis) atau lebih dikenal dengan fundamentum petendi (posita), dan 
petitum atau tuntutan.42 
Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering (Rv) sebenarnya sudah tidak 
berlaku lagi di Indonesia, hal ini juga diatur dalam Pasal 393 HIR bahwa dalam hal 
mengadili perkara di muka pengadilan bagi golongan orang Indonesia tidak boleh 
diperlakukan bentuk-bentuk acara lebih atau lain dari pada apa yang ditetapkan 
dalam Reglemen ini, namun untuk melaksanakan hukum materil yang dimuat dalam 
BW, HIR tidak selalu mempunyai peraturan-peraturan yang diperlukannya. 
Olehnya itu, putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Tanggal 13 Desember 1952, 
mengatakan bahwa menurut asas hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, 
Rv boleh dipakai sebagai pedoman dalam hal-hal yang tidak diatur dalam HIR 
bilamana perlu sekali untuk melaksanakan hukum materil.43 
Reglamen Indonesia (dan Rechtsreglement Buitengewesten) tidak 
menetapkan syarat-syarat tentang isi gugat. Misalnya tidak diharuskan, seperti 
halnya dengan gugat (dagvaarding) dalam hukum acara perdata Eropa (yang di 
                                                  
42 Mertokusumo, Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 2006,    hlm. 
54. 
43 Soepomo, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Jakarta: Pradnya Paramita. 2002,    hlm. 
11. 
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Indonesia telah tidak berlaku lagi), bahwa gugat harus memuat: “demiddelen en het 
onderwerp van de eis, met een duidelijke en bepaalde conclusive”, artinya harus 
memuat apa yang dituntut terhadap tergugat, dasar-dasarnya penuntutan tersebut 
dan bahwa tuntutan itu harus terang dan tertentu.44 
Menurut Soedikno Mertokusumo, dikenal dua macam teori tentang 
penyusunan surat gugatan dalam Hukum Acara Perdata, sebagai berikut: 
a. Substantieringstheorie, dalam surat gugatan perlu disebutkan dan diuraikan 
rentetan kejadian nyata yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi dasar 
gugatan yang akan diajukan. 
b. Individuaseringstheorie, kejadian yang disebutkan dalam surat gugatan harus 
cukup menunjukkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan, 
sedangkan sejarah terjadinya tidak perlu disebutkan dalam surat gugatan karena 
hal itu dapat dikemukakan dalam sidang disertai pembuktiannya.45 
Akan tetapi, sesuai perkembangan praktik peradilan yang terjadi, terdapat 
kecenderungan yang menuntut formulasi gugatan yang jelas fundamentum petendi 
(posita) dan petitum sesuai dengan sistem dagvaarding.46 Yurisprudensi Mahkamah 
Agung di beberapa putusannya juga memberikan fatwa tentang bagaimana surat 
gugatan itu disusun:47 
                                                  
44 Ibid, hlm. 24. 
45 Muhammad, Abdulkadir, Hukum Acara Perdata Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti. 
2000, hlm. 38. 
46 Harahap, M. Yahya, Op Cit, hlm. 51. 
47 Syahrani, Riduan, Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata, Bandung: Citra Aditya Bakti, 
2004, hlm. 25. 
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a. Orang bebas menyusun dan merumuskan surat gugatan, asal cukup memberikan 
gambaran tentang kejadian materiil dasar tuntutan. Hal tersebut berdasarkan 
Putusan MA Tanggal 15-3-1970 No. 547 K/Sip/1972.48 
b. Apa yang dituntut harus disebut dengan jelas (Putusan MA Tanggal 21-11-1970 
No. 492 K/Sip/1970).49 
c. Pihak-pihak yang berperkara harus dicantumkan secara lengkap (Putusan MA 
Tanggal 13-5-1975 No. 151 K/Sip/1975).50 
d. Khusus gugatan mengenai tanah harus menyebut dengan jelas letak tanah, batas-
batas, dan ukuran tanah (Putusan MA Tanggal 9-7-1973 No. 81K/Sip/1971).51 
Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan surat gugatan 
yaitu, sebagai berikut: 
a. Surat gugatan harus ditandatangani oleh penggugat atau wakilnya (kuasa 
hukumnya) yang secara tegas disebut sebagai syarat formil surat gugatan 
berdasarkan Pasal 118 Ayat (1) HIR. Kuasa hukum tersebut bertindak 
berdasarkan surat kuasa khusus. 
b. Surat gugatan diberi tanggal dan menyebut dengan jelas identitas para pihak. 
Identitas tersebut meliputi nama lengkap, alamat atau tempat tinggal, dan tidak 
dilarang untuk me ncantumkan identitas yang lebih lengkap lagi berupa umur, 
pekerjaan, agama, jenis kelamin dan suku bangsa. 
                                                  
48 Ibid. 
49 Soeroso, R., Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Bagian 3 Tentang Gugatan dan Surat 
Gugatan, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 138. 
50 Soeroso, R., Hukum Acara Perdata Lengkap & Praktis HIR, RBg, dan Yurisprudensi, Jakarta: 
Sinar Grafika. 2010, hlm. 29. 
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c. Surat gugatan harus didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang 
berkompeten dengan membayar suatu persekot (uang muka) perkara. 
Pengadilan Negeri yang dituju harus ditulis dengan tegas dan jelas sesuai dengan 
patokan kompetensi relatif yang diatur dalam Pasal 118 HIR. 
d. Fundamentum Petendi. Fundamentum Petendi atau posita berarti dasar gugatan 
atau dasar tuntutan. Posita berisi dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan 
hukum yang merupakan dasar, serta alasan-alasan daripada tuntutan (middellen 
van den eis). Hal tersebut menjadi landasan pemeriksaan dan penyelesaian 
perkara di persidangan. 
e. Petitum (tuntutan). Petitum ialah apa yang oleh penggugat diminta atau 
diharapkan agar diputuskan oleh hakim. Jadi petitum itu akan dijawab di dalam 
dictum atau amar putusan.52 
Fundamentum Petendi atau dasar tuntutan terdiri dari dua bagian, yaitu 
bagian yang menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa dan bagian yang 
menguraikan tentang hukum. Uraian tentang kejadian merupakan penjelasan 
duduknya perkara, sedang uraian tentang hukum ialah uraian tentang adanya hak 
atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis daripada tuntutan. Uraian yuridis 
ini bukanlah merupakan penyebutan peraturan-peraturan hukum yang  
dijadikan dasar tuntutan. Sebagai dasar dari tuntutan, Fundamentum Petendi harus 
memuat hak atau peristiwa yang akan dibuktikan di persidangan nanti, yang 
                                                  
52 Sugeng, Bambang & Sujayadi, Hukum Acara Perdata & Dokumen Litigasi Perkara Perdata, 
Surabaya: Kencana, 2009, hlm. 26. 
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memberi gambaran tentang kejadian materiil yang merupakan dasar tuntutan yang 
diajukan.53 
Sebagaimana Pasal 163 HIR (Pasal 283 RBG, 1865 KUH Perdata) mengatur 
bahwa: barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebut suatu 
kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus 
membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu. Oleh karena itu, petitum yang 
dirumuskan oleh penggugat harus dengan jelas dan tegas (een duidelijke en 
bepaalde conclusive: Pasal 94 Rv menentukan bahwa apabila Pasal 8 Rv tidak 
diikuti, maka akibatnya gugatan batal, bukan tidak dapat diterima).  
Putusan Mahkamah Agung Tanggal 16 Desember 1970 berpendapat bahwa 
tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya 
tuntutan tersebut. Dengan demikian, Mahkamah Agung menyamakan tuntutan yang 
”tidak jelas” dengan yang “tidak sempurna”.54 Tuntutan dibagi dalam tiga bentuk 
yaitu: 
a. Tuntutan primer atau tuntutan pokok yang langsung berhubungan dengan pokok 
perkara. 
b. Tuntutan tambahan, bukan tuntutan pokok tetapi masih ada hubungannya 
dengan pokok perkara, biasanya tuntutan tambahan berupa: 
1) Tuntutan agar tergugat dihukum membayar biaya perkara 
2) Tuntutan uitvoerbaar bij voorraad, yaitu tuntutan agar putusan dapat 
dilaksanakan lebih dulu meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi.  
                                                  
53 Mertokusumo, Sudikno, Op Cit, hlm. 54. 
54 Ibid, hlm. 55. 
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3) Tuntutan agar tergugat dihukum untuk membayar bunga (moratoir) apabila 
tuntutan yang dimintakan oleh penggugat berupa sejumlah uang tertentu. 
4) Tuntutan agar tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom), 
apabila hukuman itu tidak berupa pembayaran sejumlah uang selama ia tidak 
memenuhi isi putusan. 
5) Tutntutan terkait penyitaan berdasarkan Pasal 226 dan 227 HIR. 
6) Permintaan agar pengadilan negeri menjatuhkan putusan provisi yang 
diambil sebelum perkara pokok diperiksa, mengenai hal-hal yang berkenaan 
dengan tindakan sementara untuk ditaati tergugat sebelum perkara pokok 
memperoleh kekuatan hukum tetap.55 
c. Tuntutan subsidiair atau pengganti selalu diajukan sebagai pengganti apabila 
hakim berpendapat lain. Tuntutan subsidiairbiasanya bertuliskan “mohon 
putusan yang seadil-adilnya” (ex aequo et bono).56 
Gugatan pihak penggugat juga biasanya dibarengi dengan tuntutan provisi 
dengan mengemukakan berbagai alasan-alasan. Tuntutan provisi bersifat sementara 
dan mendesak. Pihak penggugat memohon untuk diadakan tindakan pendahuluan 
sebelum adanya putusan akhir. Tuntutan ini harus dijatuhkan putusan provisi 
berdasarkan Pasal 286 Rv. Apabila tuntutan provisi bukan tidakan sementara, tetapi 
sudah materi pokok perkara, cukup alasan menyatakan gugatan provisi tidak dapat 
diterima atas alasan tidak memenuhi syarat formil atau gugatan melampaui 
kebolehan yang ditentukan undang-undang.57 Penyusunan surat gugatan, unsur-
                                                  
55 Sugeng, Bambang & Sujayadi, Op Cit, hlm. 28. 
56 Syahrani, Riduan, Op Cit, hlm. 29. 
57 Harahap, M. Yahya, Op Cit, hlm. 885. 
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unsur yang harus diperhatikan adalah kepala surat, ditujukan kepada Ketua 
Pengadilan Negeri berwenang, identitas pihak berperkara, fundamentum petendi, 
petitum dan tanda tangan penggugat atau kuasa hukumnya. 
4. Para Pihak dalam Gugatan  
Pengajuan Tuntutan hak di Pengadilan pada dasarnya adalah orang 
perorangan atau badan hukum yang memiliki kepentingan. Mengenai kepentingan 
disini bisa kepentingan langsung maupun kepentingan tidak langsung.58 Orang yang 
merasa mempunyai hak dan ingin menuntutnya atau ingin mempertahankan atau 
membelanya pada dasarnya berwenang untuk bertindak selaku pihak, baik selaku 
penggugat maupun selaku tergugat (legitima persona standi in judicio).59 
Para pihak yang terlibat dalam suatu permasalahan baik dia yang secara 
langsung memiliki kepentingan, baik tidak secara langsung memiliki kepentingan, 
atau dia yang mewakili kepentingan orang lain pada dasarnya hanya ada 2 (dua) 
pihak di dalam pengadilan yaitu pihak Penggugat dan pihak Tergugat. Perkara 
perdata senantiasa ada 2 (dua) belah pihak yaitu: 
a. Penggugat/Para Penggugat. Pihak yang mengajukan gugatan atau tuntutan hak 
disebut Penggugat/Para Penggugat, yakni orang atau badan hukum yang 
memerlukan/berkepentingan akan perlindungan hukum dan oleh karenanya ia 
mengajukan gugatan. Syarat mutlak untuk mengajukan adalah adanya 
kepentingan langsung/melekat dari si Penggugat. Artinya tidak setiap orang 
yang mempunyai kepentingan dapat mengajukan gugatan apabila kepentingan 
                                                  
58 Nugroho, Susanti Adi II, Class Action & perbandingannya dengan Negara Lain, Jakarta: 
Prenada Media Group, 2010, hlm. 371 
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itu tidak langsung dan melekat pada dirinya. Hanya kepentingan yang cukup dan 
layak serta mempunyai dasar hukum saja yang dapat diterima sebagai dasar 
gugatan. Sebelum mengajukan gugatan telah dipikirkan dan dipertimbangkan, 
apakah Penggugat betul orang yang berhak mengajukan gugatan, kalau tidak 
berhak, maka gugatan akan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijk 
Verklaard). 
b. Tergugat/Para Tergugat. Tergugat adalah orang atau badan hukum yang 
terhadapnya diajukan gugatan atau tuntutan hak. Tergugat dapat terdiri dari 
seorang atau beberapa orang atau 1 (satu) badan hukum atau beberapa badan 
hukum atau gabungan orang perorangan dengan badan hukum. Oleh karenanya 
harus hati-hati dalam menyusun gugatan terhadap Tergugat karena bisa jadi 
Tergugatnya tidak tepat.60 
Konsep badan hukum atau yayasan (rechtspersoon; legal entities; 
corporation) sebagai subjek penggugat atau tergugat dalam suatu perkara, bukanlah 
hal yang baru, tetapi jika badan hukum atau yayasan tersebut tanpa mempunyai 
kepentingan langsung dengan objek gugatan, diperkenankan bertindak sebagai 
penggugat, merupakan perluasan dari konsep persona standi in judicio karena 
adanya kebutuhan hukum.61 
C. Tinjauan tentang Legal Standing  
1. Pengertian Legal Standing  
                                                  
60 Prinst, Darwan, Op Cit., hlm. 2-4. 
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Legal standing merupakan lembaga yang berasal dari sistem hukum 
common law. Legal standing diadopsi dan diakui eksistensinya di dalam peraturan 
perundang-undangan di Indonesia. Hal ini dilakukan semata-mata demi kepentingan 
hukum dan kebutuhan hukum. Legal standing merupakan hak gugat yang diberikan 
oleh undang-undang kepada lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang 
tertentu yang tidak secara langsung menjadi korban untuk mengajukan tuntutan 
hak.62 
Hak standing tidak secara otomatis menjamin keberhasilan litigasi kasus-
kasus publik, karena pada dasarnya standing hanyalah merupakan ”tiket masuk” ke 
dalam arena advokasi hukum (legal battle).63 Pada prinsipnya istilah standing dapat 
diartikan secara luas yaitu akses orang perorangan atau kelompok/organisasi di 
pengadilan sebagai pihak penggugat.64 
Secara konvensional hak gugat hanya bersumber pada prinsip “tiada gugatan 
tanpa kepentingan hukum” (point d’interest point d’action). Kepentingan hukum 
(legal interest) yang dimaksud di sini adalah merupakan kepentingan yang berkaitan 
dengan kepemilikan (propietary interest) atau kepentingan material berupa 
kerugian yang dialami secara langsung (injury in fact).65 
Perkembangan hukum konsep hak gugat konvensional berkembang secara 
pesat seiring pula dengan perkembangan hukum yang menyangkut hajad hidup 
orang banyak (public interest law) di mana seorang atau sekelompok orang atau 
organisasi dapat bertindak sebagai penggugat walaupun tidak memiliki kepentingan 
                                                  
62 Prinst, Darwan, Loc Cit. 
63 Nugroho, Susanti Adi I, Op Cit., hlm. 209. 
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hukum secara langsung, tetapi dengan didasari oleh suatu kebutuhan untuk 
memperjuangkan kepentingan, masyarakat luas atas pelanggaran hak-hak publik 
seperti lingkungan hidup, perlindungan konsumen, hak-hak civil dan politik.66 
Legal standing Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat 
(LPKSM) yang menjadi wakil konsumen harus tidak berstatus sebagai korban 
dalam perkara yang diajukan. Inilah perbedaan pokok antara gugatan berdasarkan 
class action dengan legal standing.67 Syarat kelayakan perwakilan dalam legal 
standing tidak diserahkan sepenuhnya kepada penilaian hakim, melainkan ada 
kondisi objektif, yaitu harus memenuhi ketentuan Pasal 46 Ayat (1) huruf (c) 
Undang-Undang Perlindungan Konsumen.68 
2. Prosedur Pengajuan Legal Standing  
Legal standing LSM/Hak Gugat LSM telah diakui dalam berbagai undang-
undang di Indonesia, namun mengenai prosedur atau hukum acaranya belum diatur 
baik dalam undang-undang, peraturan pemerintah bahkan PERMA.69 Beberapa 
aturan menyebutkan prosedur legalstanding mengacu pada hukum acara perdata 
yang berlaku, namun seperti halnya class action, legal standing memiliki 
karakteristik atau kekhasan tersendiri yang hal itu belum terakomodir dalam hukum 
acara yang berlaku.70 
Mekanisme gugatan legal standing (LSM) sebagai penggugat bukan sebagai 
pihak yang mengalami kerugian nyata. Namun karena kepentinganya, LSM ini 
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kemudian mengajukan gugatan. Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat diuraikan 
karakterisrik mekanisme gugatan legal standing: 
a. Pihak Penggugat, pihak yang dapat mengajukan mekanisme legal standing 
hanyalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Hanya LSM yang anggaran 
dasarnya meliputi perbuatan yang dilanggar oleh tergugat saja yang dapat 
mengajukan legal standing dan pelanggaran oleh tergugat tersebut merupakan 
bagian kegiatan LSM yang diatur dalam anggaran dasar LSM tersebut. 
b. Pihak Tergugat, pihak yang dapat digugat melalui mekanisme legal standing 
pada dasarnya meliputi seluruh subyek hukum, baik orang perorangan dan 
badan hukum (badan hukum publik maupun privat). Ketiga, dalil tuntutan hak. 
Tuntutan hak yang dapat diajukan dalam mekanisme gugatan legal standing 
adalah terkait dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh subyek 
hukum. 
c. Petitum, legal standing tidak mengenal tuntutan ganti kerugian uang. Ganti rugi 
dapat dimungkinkan sepanjang atau terbatas pada ongkos atau biaya yang telah 
dikeluarkan oleh organisasi tersebut. Subyek hukum yang digugat hanya 
diminta untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu.71 
Prosedur yang paling utama dimulai dari Terminologi legal standing terkait 
dengan konsep locus standi atau prinsip persona standi in judicio, yaitu seseorang 
yang mengajukan gugatan harus mempunyai hak dan kualitas sebagai penggugat.72 
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Doktrin hukum perdata dikenal dengan azas tidak ada gugatan tanpa kepentingan 
(point d’interet, point d’action).  
Seorang dikatakan memiliki kepentingan yang memadai atau locus standi, 
jika berkaitan dengan pokok masalah perkara yang diajukan.73 Konsep badan 
hukum/yayasan (rechtspersoon; legal entities; corporation) sebagai subjek 
penggugat atau tergugat dalam suatu perkara, bukanlah hal yang baru, tetapi jika 
badan hukum/yayasan tersebut tanpa mempunyai kepentingan langsung dengan 
objek gugatan, diperkenankan bertindak sebagai penggugat, merupakan perluasan 
dari konsep persona standi in judicio karena adanya kebutuhan hukum. Pengadilan 
telah menunjukan fleksibilitas (flexibility) yang begitu besar terhadap konsep 
tersebut.74 Kebutuhan hukum disini yang menyangkut harkat orang banyak dan 
kepentingan perlindungan lingkungan hidup. Sehingga dengan adanya fleksibilitas 
tersebut diharapkan tujuan hukum dapat tercapai yaitu rasa keadilan. 
D. Tinjauan tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat  
Menurut Pasal 1 angka (9) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat 
(LPKSM) adalah lembaga non-pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh 
pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen. 
Pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang 
memenuhi syarat, yang dimaksud memenuhi syarat antara lain terdaftar dan diakui 
serta bergerak di bidang perlindungan konsumen.75 
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Tugas Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) 
berdasarkan Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang 
Perlindungan Konsumen menyebutkan: 
1. menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan 
kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau 
jasa; 
2. memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya; 
3. bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan 
konsumen; 
4. membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima 
keluhan atau pengaduan konsumen; 
5. melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap 
pelaksanaan perlindungan konsumen.  
Gugatan dapat dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Undang-
Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan: 
1. Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh: 
a. seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan; 
b. kelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama; 
c. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi 
syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran 
dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi 
tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah 
melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya; 
d. pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang 
dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar 
dan/atau korban yang tidak sedikit. 
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2. Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan 
konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b, huruf c,atau huruf d diajukan kepada peradilan umum. 
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian materi yang besar dan/atau korban 
yang tidak sedikit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan 
Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2001 tentang 
Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (Pasal 1 angka 3) 
mengatur: ”Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah 
lembaga non-pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang 
mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen”. 
Pendaftaran tersebut hanya dimaksudkan sebagai pencatatan bukan 
perizinan. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang membuka 
kantor perwakilan atau cabang cukup melaporkan kantor perwakilan tersebut 
kepada pemerintah kabupaten/kota setempat tanpa harus melakukan pendaftaran. 
Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat tersebut dapat melakukan 
kegiatan perlindungan konsumen di seluruh wilayah Indonesia.76 
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia 
Nomor 302/MPP/Kep/10/2001 Pasal 2 dan Pasal 3 menerangkan tentang 
Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat disebutkan: 
Pasal 2 
(1) Pemerintah mengakui setiap Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya 
Masyarakat yang memenuhi syarat untuk bergerak di bidang Perlindungan 
Konsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar pendiriannya; 
(2) Pengakuan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui pendaftaran dan 
penerbitan Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen; 
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Pasal 3 
(1) Kewenangan Penerbitan TDLPk berada pada Menteri; 
(2) Menteri melimpahkan kewenangan penerbitan Tanda Daftar Lembaga 
Perlindungan Konsumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada 
Bupati/Walikota; 
(3) Bupati/Walikota dapat melimpahkan kembali kewenangan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (2) kepada Kepala Dinas; 
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia 
Nomor 302/MPP/Kep/10/2001 Tentang Pendaftaran Lembaga Perlindungan 
Konsumen Swadaya Masyarakat Pasal 7 ayat (1) huruf a angka 1 disebutkan pada 
pokoknya bahwa: 
“Permohonan Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK) bagi 
Lembaga Swadaya Masyarakat yang berstatus Badan Hukum atau Yayasan 
dilampiri dokumendokumen di antaranya berupa copy Akta Notaris Pendirian Bada 
n Hukum atau Yayasan yang telah mendapat Pengesahan Badan Hukum dari 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Instansi yang berwenang, sedangkan 
Lembaga Swadaya masyarakat atau Akta Notaris yang telah mendapat Pengesahan 
dari Instansi yang berwenang”. 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan maka 
anggaran dasar Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat harus 
sesuai dengan Undang-undang Yayasan.77 Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dalam anggaran dasar yayasan 
sekurang-kurangnya memuat: 
1. Nama dan tempat kedudukan; 
2. Maksud dan tujuan serta kegiatan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut; 
3. Jangka waktu pendirian; 
4. Jumlah kekayaan awal yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pendiri dalam 
bentuk uang atau benda; 
5. Cara memperoleh dan mempergunakan kekayaan; 
                                                  
77 Nugroho, Susanti Adi I, Op Cit., hlm. 307. 
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6. Tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian anggota Pembina, 
Pengurus, dan Pengawas; 
7. Hak dan kewajiban anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas; 
8. Tata cara penyelenggaraan rapat organ yayasan; 
9. Ketentuan mengenai perubahan Anggaran Dasar; 
10. Penggabungan dan pembubaran yayasan; dan 
11. Penggunaan kekayaan sisa likuidasi atau penyaluran kekayaan yayasan setelah 
pembubaran. 
Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia mengakui dirinya 
sebagai sebuah badan hukum yang bergerak untuk melindungi kepentingan 
konsumen yang mengalami kerugian. Dibuktikan dengan dasar sebagai berikut: 
PT. Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia atau disingkat “Lembaga 
Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia (LPKNI)" adalah Persero an Nomor: 
AHU-04158.40.20.2014 tentang Persetujuan Perubahan badan Hukum Perseroan 
Terbatas PT Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia yaitu 
Menyetujui Perubahan Badan Hukum PT. Lembaga Perlindungan Konsumen 
Nasional Indonesia dengan NPWP 02.239.913.3-652.000 yang Berkedudukan di 
Kota Malang karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang 
disimpan di dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana 
salinan Akta Notaris No.153 Tanggal 24 April 2014 yang dibuat oleh Notaris Sigit 
Nur Rachmat, SH.,M.KN. Dengan demikian telah Memenuhi ketentuan UU No. 40 
Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.78 
Doktrin mengenai legal standing sifatnya sangat terbatas, yaitu tuntutan 
ganti kerugian moneter tidak diperkenankan untuk diajukan, kecuali ganti kerugian 
sepanjang atau sebatas biaya atau pengeluaran riil, yaitu biaya yang nyata-nyata 
dapat dibuktikan dikeluarkan oleh penggugat, bukan ganti kerugian yang 
mengatasnamakan orang banyak, sehingga dalam perkara gugatan legal standing, 
petitum gugatan hanya dapat dimintakan: 
a. Penghentian kegiatan; 
b. Permintaan maaf; 
                                                  
78 Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia. (2014, April 24). Lembaga 
Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia. Retrieved Oktober 15, 2014, from Lembaga Perlindungan 
Konsumen Nasional Indonesia: http://www.perlindungankonsumen.id/index.php/tentangkami. 
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c. Pembayaran uang paksa (dwangsom).79 
E. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan 
Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tidak terlepas dari apa 
yang disebut dengan tugas hakim. Tugas hakim adalah mengambil atau 
menjatuhkan keputusan yang mempunyai akibat hukum bagi pihak lain. Hakim 
tidak dapat menolak menjatuhkan putusan apabila perkaranya sudah mulai 
diperiksa, bahkan perkara yang telah diajukan kepadanya tetapi belum mulai 
diperiksa tidak wenang hakim menolaknya.80 Putusan hakim adalah suatu 
pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan 
dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara..81 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang 
Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) menyebutkan: 
Pasal 1 
(1) Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk 
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan 
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.  
 
Pasal 2 
(2) Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan 
berdasarkan Pancasila. 
 
Pasal 25 
(2) Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, 
mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
                                                  
79 Nugroho, Susanti Adi I, Op Cit., hlm. 372. 
80 Mertokusumo, Sudikno, Op Cit., hlm. 207. 
81 Ibid., hlm. 212. 
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Mendasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 
tentang Kekuasaan Kehakiman dapat dijelaskan secara konkret tugas hakim dalam 
mengadili suatu perkara melalui 3 tindakan secara bertahap: 
(1) Mengkonstatir (mengkonstatasi) berarti menyatakan benar terjadinya suatu 
peristiwa konkrit. Untuk dapat mengkonstantir peristiwa konkrit, peristiwa 
konkrit itu harus dibuktikan terlebih dahulu. Pada tahap ini hakim mengkonstatir 
benar atau tidaknya peristiwa yang diajukan meliputi: ”menemukan fakta, 
menemukan sebab-sebab perkara dan, menemukan karakteristik”. 
(2) Mengkwalifisir (mengkwalifikasi) yaitu setelah peristiwa konkrit dibuktikan 
dan dikonstantir, maka harus dicarikan hukumnya disinilah dimulai dengan 
penemuan hukum (rechtsvinding). Penemuan hukum tidak merupakan suatu 
kegiatan yang berdiri sendiri, tetapi merupakan kegiatan yang runtut dan 
berkesinambungan dengan kegiatan pembuktian. Pada tahap ini hakim 
kemudian mengkualifikasikan adanya hubungan hukum, dalam adanya 
perbuatan melawan hukum /wanprestasi atau tidak, meliputi: ”menemukan dan 
memilih sistem hukum, menemukan hukum, menemukan metode penyelesaian 
yang tepat dan, mendesain hukum agar cocok dengan karakteristik perkara”. 
(3) Mengkonstitusir (mengkonstitusi) yaitu setelah hukumnya diketemukan dan 
kemudian hukumnya (undang-undangnya) diterapkan pada peristiwa 
hukumnya, maka hakim harus menjatuhkan putusan. Pada tahap ini hakim 
menetapkan hukumnya terhadap yang bersangkutan (para pihak) meliputi: 
”menerapkan hukum dan, menyelesaikan sengketa atau perkara”. 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah 
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Agung Pasal 79 menyebutkan: ”Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-
hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat 
hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini.” Berdasarkan pasal 
tersebut dapat dijelaskan bahwa Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-
hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat 
hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang tentang Mahkamah Agung 
sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang 
diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan.  
50 
BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
 
A. Pengaturan Hak Gugat Organisasi (Legal Standing) pada Perkara Hukum 
Perlindungan Konsumen di Indonesia 
Perkembangan zaman menuntut perkembangan lebih jauh di bidang hukum. 
Semakin kompleksnya permasalahan yang ada di Indonesia, membutuhkan satu 
sistem penanganan yang lebih maju. Salah satunya, dalam menjawab persoalan 
‘perwalian’ dalam hukum lingkungan adalah munculnya macam gugatan legal 
standing dalam tatanan hukum Indonesia. Gugatan legal standing atau disebut juga 
hak gugat organisasi, adalah gugatan yang diajukan oleh Lembaga Swadaya 
Masyarakat (LSM) kepada pihak yang melanggar hukum dalam kompetensi 
kemampuan LSM tersebut bergerak. Kecakapan LSM untuk tampil sebagai pihak 
di pengadilan didasarkan teori bahwa LSM adalah wali dari kompetensi LSM 
tersebut. 
Gugatan Legal standing pertama kali muncul di Amerika Serikat pada kasus 
Sierra v. Morton di tahun 1972. Lalu konsep tersebut semakin berkembang dan 
diterima di banyak negara, seperti Belanda pada kasus Nieuwe Mee (1986) dan 
Kuvaders (1992) dan Australia pada kasus Yates Security Services Pty. Ltd. V 
Keating pada tahun 1990. Di Indonesia, penggunaan gugatan legal standing pertama 
kali digunakan pada tahun 1988 pada kasus gugatan Yayasan Wahana Lingkungan 
Hidup Indonesia (WALHI) melawan PT Indorayon Utama (IU). Sejak saat itu, 
gugatan legal standing menjadi dikenal di Indonesia. Dalam kasus tersebut WALHI 
mempersoalkan pencemaran lingkungan yang diyakini dilakukan oleh PT IU. 
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Konsep gugatan legal standing baru dikenal pada dua bidang di Indonesia 
yakni, bidang lingkungan dan bidang perlindungan konsumen. Gugatan legal 
standing di bidang lingkungan mulai muncul pada Putusan Pengadilan antara 
WALHI melawan PT IU pada tahun 1988 dan diformalkan di Undang-Undang 
Lingkungan Hidup Tahun 1997. Sementara gugatan legal standing di bidang 
perlindungan konsumen diformalkan dalam Undang-Undang Perlindungan 
Konsumen yang terbit pada tahun 1999. 
Gugatan legal standing tidak bisa diajukan oleh sembarang orang. Gugatan 
legal standing hanya bisa dilakukan oleh LSM yang memenuhi syarat sebagai 
berikut: berbadan hukum atau Yayasan, dalam Anggaran Dasar Organisasi yang 
bersangkutan disebutkan secara jelas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut 
selaras dengan topik gugatan, telah menjalankan kegiatan sesuai Anggaran Dasar 
tersebut. 
Ketentuan di atas dapat dilihat pada Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang 
Perlindungan Konsumen dan Pasal 92 Undang-Undang Lingkungan Hidup Tahun 
2009. Pasal 92 Undang-Undang Lingkungan Hidup memberikan syarat tambahan 
bahwa pelaksanaan kegiatan sesuai Anggaran Dasar adalah minimal selama dua 
tahun. Lebih lanjut, berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta 
Nomor 088/G/1994/Piutang/PTUN.Jkt yang kemudian diperkuat dengan Putusan 
Mahkamah Agung Nomor 89K/TUN/1996, persyaratan tersebut seolah ditambah 
dengan adanya kepedulian nyata di masyarakat secara berkesinambungan dan harus 
bersifat representatif dari organisasi yang bersangkutan. 
Dasar hukum hak gugat organisasi (legal standing) pada perkara hukum 
perlindungan konsumen yaitu Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan 
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Konsumen, salah satu pihak yang berhak mengajukan gugatan atas pelanggaran 
pelaku usaha adalah lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat 
(LPKSM). Hal tersebut tercantum pada huruf c pasal tersebut. LPKSM adalah 
lembaga non-pemerintahan yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang 
mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.  
Jelas bahwa Pasal 46 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Perlindungan 
Konsumen merupakan dasar hukum dari diajukannya gugatan legal standing. Dasar 
hukum diajukannya gugatan legal standing pada perkara perlindungan konsumen 
hanya diatur dalam hukum materiil saja, sedangkan hukum formil dari gugatan legal 
standing sendiri belum diatur.  
Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh LSM yang bertindak sebagai wakil 
dalam pengajuan gugatan legal standing pada perkara perlindungan konsumen di 
Indonesia adalah LSM yang mempunyai kegiatan di bidang perlindungan 
konsumen, dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebut LPKSM. 
Pemerintah mengakui LPKSM yang memenuhi syarat sebagai berikut: 
1. Terdaftar pada pemerintah kabupaten/kota; dan 
2. Bergerak di bidang perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam 
anggaran dasarnya. 
Berdasarkan Pasal 46 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Perlindungan 
konsumen, LPKSM yang dapat mengajukan gugatan atas pelanggaran pelaku usaha 
harus memenuhi syarat sebagai berikut: 
 
1. Berbentuk badan hukum atau yayasan; 
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2. Anggaran dasar LPKSM menyebutkan demgam tegas bahwa tujuan 
didirikannya organisais tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan 
konsumen; dan 
3. Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.  
Hak gugat organisasi (legal standing) pada perkara hukum perlindungan 
konsumen pada perkara Nomor19/Pdt.G/2019/PN Tgl diajukan oleh lembaga 
perlindungan konsumen swadaya masyarakat diajukan kepada peradilan umum. 
Yayasan Perlindungan Konsumen Nasional (YAPEKNAS), berkedudukan di Jl. 
Kutilang No. 2 Desa Pedeslohor RT.04/RW.01. Kecamatan Adiwerna, Kabupaten 
Tegal, Jawa Tengah, yang diwakili oleh Istanto Ketua Yayasan Perlindungan 
Konsumen Nasional Pusat Kab. Tegal sesuai Perubahan Akta Pendirian Yayasan 
Komite Nasional Perlindungan Konsumen Kabupaten Tegal Nomor 14 tanggal 10 
Agustus 2011.  
YAPEKNAS adalah Badan Hukum yang berbentuk Yayasan Seperti 
disebutkan dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik 
Indonesia Nomor: 302/MPP/Kep/10/2001 Tentang Pendaftaran Lembaga 
Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) 
huruf (a) nomor (1). Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK) 
Nomor: 050/37.1/2013 tetulis di Nomor 2. Status (Badan Hukum/Yayasan/ 
Lembaga Lainya): Yayasan dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-7789.AH.01.04. Tahun 2011 tentang 
Pengesahan Yayasan yang di tanda tangani oleh DR. Aidir Amin Daud, SH., MH., 
sebagai atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 
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Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dituliskan Tentang Pengesahan 
Yayasan. 
Yayasan Perlindungan Konsumen Nasional (Yapeknas) merupakan 
Yayasan yang mempunyai Kepentingan dalam mewujudkan: 
1. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk 
melindungi diri; 
2. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari 
akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa; 
3. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan 
menuntut hak-haknya sebagai konsumen; 
4. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian 
hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi; 
5. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan 
konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam 
berusaha; 
6. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha 
produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan 
keselamatan konsumen 
Yapeknas telah memenuhi persyaratan tersebut di atas, yakni Penggugat 
telah diakui oleh pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor: 59 Tahun 2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen 
Swadaya Masyarakat disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan serta ayat (2); 
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 
302/MPP/Kep/10/2001 Tentang Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen 
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Swadaya Masyarakat disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2). Hal tersebut dapat 
dilihat dalam Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK) Nomor: 
050/37.1/2013 yang ditandatangani oleh Ir. Toto Subandrio, MM sebagai Kepala 
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tegal.  
Anggaran Dasarnya menyebutkan Perlindungan Konsumen hal tersebut 
telah sesuai dalam Perubahan Akta Pendirian Yayasan Komite Nasional 
Perlindungan Konsumen Kabupaten Tegal Nomor 14 Tanggal 10 Agustus 2011 
yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Agus Miftah, S.H. tertulis dalam Pasal 2 ayat 
(2) huruf c. Yapeknas telah melaksanakan Tugasnya sesuai Anggaran dasarnya yang 
mana diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik 
Indonesia Nomor: 302/MPP/Kep/10/2001 Tentang Pendaftaran Lembaga 
Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat disebutkan dalam Pasal 12 ayat (1). 
Hal tersebut telah diakui secara luas sejak berdiri pada tahun 2011, telah secara 
nyata melaksanakan kegiatan dalam anggaran dasarnya terutama yang diwujudkan 
dalam membela hak hak setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia 
dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun 
makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan melalui langkah hukum. 
Pembelaan secara litigasi dan non litigasi yang dilakukan Penggugat telah menjadi 
hal yang diketahui umum terbukti dengan tingkat kepercayaan masyarakat kepada 
Penggugat masih Percaya untuk memberikan bantuan hukum dan melakukan 
advokasi perlindungan konsumen. Hal tersebut dapat diketahui dalam Laporan 
Tahunan selama Tiga Tahun. 
Sesuai dalam Undang undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 
Pasal 3 untuk mewujudkan kesemuanya LPKSM mendapatkan tugas seperti yang 
  
56 
tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 59 tahun 2001 Tentang Lembaga 
Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat BAB II, disebutkan mengenai salah 
satu tugas LPKSM Pasal 7 berbunyi: “Dalam membantu konsumen untuk 
memperjuangkan haknya, LPKSM dapat melakukan advokasi baik secara 
perorangan maupun kelompok”. Adapun arti dari Advokasi itu sendiri menurut 
buku besar kamus bahasa Indonesia adalah pembelaan artinya LPKSM dapat 
melakukan pembelaan terhadap seseorang atau lebih bila sedang bersengketa 
dengan kreditur untuk mendapatkan hak dan kewajiban terhadap Permasalahan 
yang sedang dialami untuk mendapatkan suatu kepastian hukum baik melalui 
mediasi maupun melalui peradilan umum sesuai. 
Harus dipahami bahwa pengajuan gugatan legal standing adalah dalam 
rangka kepentingan umum bukan kepentingan pribadi belaka. Jika diajukan untuk 
kepentingan pribadi, maka hakim tak segan-segan menolak gugatan. Hal tersebut 
terjadi pada Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor19/Pdt.G/2019/PN Tgl dimana 
hakim tidak menerima gugatan karena diajukan atas kepentingan pribadi. Tata cara 
beracara gugatan legal standing sama dengan gugatan pada umumnya. Hanya saja, 
gugatan legal standing terbatas pada mengajukan untuk dilakukan tindakan-
tindakan tertentu. Tuntutan ganti kerugian terbatas pada biaya atau pengeluaran 
yang bersifat riil. 
Yapeknas telah mengajukan gugatan legal standing, namun gugatan yang 
diajukan diputus tidak dapat diterima, karena dianggap tidak mempunyai 
kedudukan hukum untuk mengajuan gugatan. Lembaga Perlindungan Konsumen 
Nasional Indonesia, Kabupaten Tegal (Yapeknas Kabupaten Tegal) mengajukan 
gugatan terhadap Pimpinan Cabang PT BRI Cabang Tegal. Pengajuan gugatan 
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tersebut dilakukan dengan adanya pengaduan masyarakat bernama Gunawan Agung 
Supriyanto sebagai Debitur dengan PT BRI Cabang Tegal yang hak-haknya 
dilanggar oleh tergugat berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen Pasal 4 Huruf e Bahwa konsumen memiliki hak untuk 
mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa 
perlindungan konsumen secara patut. Tergugat dianggap telah melanggar Pasal 13 
ayat (4) dan (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang 
Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah 
dan Pasal 1365, 1366, 1367 ayat (3) KUH Perdata. Gugatan legal standing tersebut 
tidak dapat diterima, dikarenakan Yapeknas Kabupaten Tegal dalam mengajukan 
gugatannya tidak bertindak untuk kepentingan umum. 
B. Penerapan Gugatan Legal Standing dalam Hukum Perlindungan Konsumen 
Sengketa Utang Piutang pada Putusan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Tgl  
Perkara perdata terjadi karena pelanggaran terhadap hak seseorang. 
Pelanggaran tersebut dapat terjadi karena perbuatan melawan hukum yang 
menimbulkan kerugian bagi orang lain atau karena wanprestasi, yaitu tidak 
memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan kontrak yang menimbulkan kerugian bagi 
orang lain. Kerugian yang timbul itu dapat berupa kerugian materil atau berupa 
kerugian imateril, baik karena kesengajaan atau kelalaian.82 
Proses penyelesaian perkara perdata melalui pengadilan diatur dalam hukum 
acara perdata. Hukum acara perdata mengatur bagaimana pihak yang dirugikan 
                                                  
82 Muhammad, Abdulkadir, Hukum Acara Perdata Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 
2012, hlm. 19. 
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mengajukan perkaranya ke pengadilan sampai dengan pengadilan memberikan 
putusan atas perkara yang telah diajukan. Salah satu bentuk pengajuan tuntutan hak 
dapat diajukan melalui legal standing. Gugatan Lembaga Swadaya Masyarakat 
(LSM) atau legal standing merupakan mekanisme pengajuan tuntutan oleh LSM 
sebagai akibat pelanggaran atau adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan 
pihak lain yang merupakan kegiatan perlindungan yang dilakukan LSM tersebut 
sebagaimana diatur dalam anggaran dasarnya.83 
Pada perkara Nomor19/Pdt.G/2019/PN Tgl, maksud dan tujuan gugatan 
Yayasan Perlindungan Konsumen adalah sebagaimana dalam gugatannya atas dasar 
pengaduan dari Gunawan Agung Supriyanto sebagai debitur Bank BRI karena 
menganggap dirinya sebagai konsumen telah dirugikan dengan adanya somasi tanpa 
mendapatkan hak restrukturisasi terlebih dahulu. Yayasan Perlindungan Konsumen 
mengajukan gugatan ini atas dasar legal standing yang diberikan oleh Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 
Yapeknas Kabupaten Tegal dalam mengajukan gugatan a quo berlindung di 
balik hak gugat (legal standing) yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, oleh karenanya gugatan yang 
diajukan Penggugat adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen secara 
umum, bukan untuk kepentingan konsumen tertentu dan Penggugat tidak bertindak 
untuk dan atas nama atau sebagai kuasa dari konsumen tertentu serta bukan sebagai 
pihak yang mengalami kerugian nyata. Namun faktanya Yapeknas Kabupaten Tegal 
melakukan gugatan berdasarkan pengaduan konsumen, di mana konsumen adalah 
                                                  
83 Bintoro, Rahardi Wasi, Tuntutan Hak dalam Persidangan Perkara Perdata, Jurnal Dinamika 
Hukum, Volume 10 No. 2, Mei 2010, hlm. 147. 
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setiap orang pemakai jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan 
sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak diperdagangkan. 
Pada prinsipnya setiap orang yang merasa hak hukumnya dirugikan pihak 
lain maka dapat mengajukan gugatan pada Pengadilan dalam hal mana gugatan 
dapat diajukan secara pribadi oleh seseorang atau bisa juga diajukan dengan kuasa 
hukum yang telah ditunjuknya untuk mewakili kepentingan hukumnya bahkan bisa 
juga gugatan diajukan dengan menggunakan kuasa insidentil yang keseluruhan 
maupun mekanisme pengajuan gugatan telah diatur sesuai dengan hukum yang 
berlaku. Beberapa peraturan perUndang-Undangan dan dalam praktek peradilan 
dikenal beberapa pihak yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari para pihak 
(Penggugat, Tergugat, atau Pemohon) di pengadilan. Dalam Buku II Pedoman 
Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan 
Peradilan disebutkan bahwa yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari 
Penggugat/Tergugat/pemohon di Pengadilan adalah: 
1. Advokat (Pasal 32 UU No.18 tahun 2003 tentang Advokat, Penasihat Hukum, 
Pengacara Praktek, dan Konsultan Hukum yang telah diangkat pada saat 
Undang-Undang Advokat mulai berlaku dinyatakan sebagai Advokat); 
2. Jaksa dengan kuasa khusus sebagai kuasa/wakil Negara/pemerintah sesuai 
dengan Pasal 30 ayat (2) UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik 
Indonesia; 
3. Biro Hukum Pemerintah/TNI/Kejaksaan RI; 
4. Direksi/Karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum; 
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5. Mereka yang mendapat kuasa insidentil yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan, 
misalnya LBH, Hubungan Keluarga, Biro hukum TNI/Polri untuk perkara yang 
menyangkut anggota/keluarga TNI/Polri; 
6. Kuasa Insidentil dengan alasan hubungan keluarga sedarah/semenda dapat 
diterima sampai dengan derajat ketiga yang dibuktikan dengan surat keterangan 
kepala Desa/Lurah. 84 
Perkembangan hukum yang sangat pesat dibarengi dengan adanya berbagai 
permasalahan hukum yang terus berkembangan di dunia tak terkecuali di Indonesia 
sendiri maka guna untuk menyelesaikan permasalahan hukum dengan 
berorientasikan memberikan keadilan bagi para pencari keadilan serta memberikan 
kepastian hukum maka telah di akomodir beberapa peraturan perundang-undangan 
seperti: Gugatan Perwakilan Kelompok (class action) dan Hak Gugat Organisasi 
(legal standing/ius standi) yang dalam beberapa peraturan perundangan antara lain 
Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen yang dalam undang-undang ini diakui adanya Hak Gugat Kelompok dan 
Hak Gugat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/Hak Gugat Organisasi/ NGO 
(Non Govermental Organization) untuk mengajukan gugatan dalam bentuk class 
action atau legal standing. 
Legal standing seringkali disebut juga sebagai hak gugatan organisasi (ius 
standi), secara luas dapat diartikan sebagai akses orang perorangan, 
kelompok/organisasi di pengadilan sebagai Pihak Penggugat. Legal standing, 
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Peradilan, Buku II, Mahkamah Agung, 2009, hlm. 53. 
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Standing to Sue, Ius Standi, Locus Standi dapat diartikan sebagai hak seseorang, 
sekelompok orang atau organisasi untuk tampil di pengadilan sebagai Penggugat 
dalam proses gugatan perdata (Civil Processing). Secara konvensional hak gugat 
hanya bersumber pada prinsip “tiada gugatan tanpa kepentingan hukum” (point 
d’interest point d’action). 
Kepentingan hukum (legal interest) yang dimaksud di sini adalah 
kepentingan yang berkaitan dengan kepemilikan (proprietary interest) atau 
kepentingan material berupa kerugian yang dialami secara langsung (Injury in fact). 
Perkembangan hukum konsep hak gugat konvensional berkembang secara pesat 
seiring pula dengan perkembangan hukum yang menyangkut hajat hidup orang 
banyak (public interest law) dimana seseorang atau sekelompok orang atau 
organisasi dapat bertindak sebagai Penggugat walaupun tidak memiliki kepentingan 
hukum secara langsung, akan tetapi dengan didasari oleh suatu kebutuhan untuk 
memperjuangkan kepentingan masyarakat luas atau pelanggaran hak-hak publik 
seperti lingkungan hidup, perlindungan konsumen, hak-hak sipil dan politik. 
M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa pengertian gugatan Class Action 
secara umum adalah: 
1. Gugatan yang berisi tuntutan melalui proses pengadilan yang diajukan oleh satu 
atau beberapa orang yang bertindak sebagai wakil kelompok, 
2. perwakilan keompok ini bertindak mengajukan gugatan tidak hanya untuk dan 
atas nama mereka, tetapi sekaligus untuk dan atas nama kelompok yang mereka 
wakili, tanpa memerlukan surat kuasa dari anggota kelompok, 
3. dalam pengajuan gugatan tersebut, tidak perlu disebutkan secara individual satu 
per satu identitas anggota kelompok yang diwakili, 
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4. yang penting, asal kelompok yang diwakili dapat didefinisikan identifikasi 
anggota kelompok secara spesifik, 
5. antara seluruh anggota kelompok dengan wakil kelompok terdapat kesamaan 
fakta atau dasar hukum yang melahirkan kesamaan kepentingan, kesamaan 
penderitaan dan apa yang dituntut memenuhi syarat untuk kemanfaatan bagi 
seluruh anggota.85 
Pasal 46 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen disebutkan “Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat 
dilakukan oleh lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang 
memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan yang dalam anggaran 
dasarnya menyebutkandengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut 
adalah untukkepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan 
sesuai dengan anggaran dasarnya”. 
Permasalah hukum tersebut bersumber dari adanya hubungan utang piutang 
antara Tergugat I selaku kreditur dengan Gunawan Agung Supriyanto selaku debitur 
sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Kredit tanggal 28 Desember 2012 
Nomor 139 yang dibuat oleh atau dihadapan NY. Hertanti Pindayani, S.H., M.H, 
Notaris di Tegal, oleh karenanya secara yuridis permasalahan hukum tersebut bukan 
sengketa konsumen, Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung 
RI Nomor 824 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 1 Februari 2011 yang menyatakan bahwa 
hubungan hukum antara kreditur dengan debitur merupakan hubungan hukum utang 
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Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 139. 
  
63 
piutang bukan merupakan sengketa konsumen sebagaumana dimaksud Undang-
Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 
Mahkamah Agung telah menghimpun putusan putusan yang dianggap 
sebagai yurisprudensi dan telah mengeluarkan himpunan yurisprudensi Mahkamah 
Agung Tahun 2018 yang termasuk dalam kategori yurisprudensi tetap, yang 
dimaksud yurisprudensi tetap adalah putusan hakim yang telah ada atas suatu 
peristiwa hukum yang belum jelas pengaturan Perundang-Undangannya dan telah 
berulangkali dijadikan dasar untuk memutus perkara yang sama dan putusan 
tersebut telah memenuhi rasa keadilan serta dibenarkan oleh Mahkamah Agung. 
Salah satu yurisprudensi yang telah dijadikan yurisprudensi tetap pada tahun 2018 
adalah nomor 1/Yur/Perkons/2018 yang dalam kaidah hukumnya mengatakan 
“sengketa yang timbul dari perjanjian pembiayaan dan kredit baik dengan hak 
tanggungan maupun fidusia tidak tunduk pada Undang-Undang Perlindungan 
Konsumen”. 
Yurisprudensi sebelum dibenarkan oleh Mahkamah Agung belum dapat 
dikatakan sebagai yurisprudensi tetap atau lebih tepatnya disebut yurisprudensi 
tidak tetap karena untuk menjadi yurisprudensi tetap haruslah melalui uji 
eksaminasi dan notasi dari Mahkamah Agung oleh suatu tim yang telah ditunjuk 
untuk mengkaji suatu putusan. Mahkamah Agung dalam himpunan yurisprudensi 
tahun 2018 mengenai permasalahan hukum yang timbul dari perjanjian pembiayaan 
konsumen pada kurun waktu 2006 sampai dengan 2012 terdapat dua pandangan 
hukum di Mahkamah Agung, pandangan pertama yang memandang bahwa 
hubungan hukum dalam sengketa perjanjian pembiayaan konsumen termasuk 
sebagai sengketa konsumen, pandangan kedua berpandangan bahwa sengketa yang 
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timbul dari perjanjian pembiayaan konsumen termasuk sebagai wanprestasi 
sehingga bukan termasuk dalam lingkup sengketa konsumen. 
Sikap sejak tahun 2013 pandangan pertama sebagaimana yang disebutkan 
diatas telah ditinggalkan oleh Mahkamah Agung sebagaimana dalam Putusan No 
27 K/Pdt.Sus/2013 tanggal 23 Maret 2013, selanjutnya sikap hukum tersebut 
diperkuat kembali dalam Putusan No. 306 K/Pdt.Sus/2013 tanggal 26 Agustus 2013, 
dan sikap hukum yang serupa kemudian diikuti secara konsisten dalam seluruh 
putusan atas permasalahan hukum serupa hingga 2018. Sikap hukum sebagaimana 
di atas, Mahkamah Agung berpandangan bahwa sengketa yang timbul dalam 
pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen bukan merupakan sengketa 
konsumen dan telah menjadi yurisprudensi tetap di Mahkamah Agung. Hal ini 
dikarenakan Mahkamah Agung telah secara konsisten menerapkan sikap hukumnya 
tersebut diseluruh putusan dengan permasalahan serupa sejak tahun 2013. 
Pada perkara perdata Nomor19/Pdt.G/2019/PN Tgl pada penelitian ini 
berdasarkan bukti Fotocopy Akta Perjanjian Kredit Nomor 139, tanggal 28 
Desember 2012 antara Bank BRI Cabang Tegal dengan Gunawan Agung 
Supriyanto yang dibuat oleh atau dihadapan Ny. Hertanti Pindayani, S.H., M.H., 
Notaris di Tegal, bermeterai cukup sesuai asli telah terjadi Perjanjian Kredit antara 
pihak BRI Kota Tegal dengan Gunawan Agung Supriyanto dengan nilai pinjaman 
Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan berdasarkan Fotocopy Sertifikat Hak 
Milik No. 259/Desa Kemiriamba, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes; 
Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1606/Desa Jatibarang Lor, Kecamatan 
Jatibarang, Kabupaten Brebes; dan Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1599/Desa 
Jatibarang Lor, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, bermeterai cukup sesuai 
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asli, terdapat beberapa bidang tanah yang menjadi jaminan kredit tersebut, di mana 
bidang-bidang tanah tersebut telah diletakkan jaminan hak tanggungan sebagaimana 
bukti Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 02444/2017 atas dasar APHT 
Nomor 520/2017 tanggal 16 Agustus 2017 dan Fotocopy Sertifikat Hak 
Tanggungan Nomor 03008 atas dasar APHT Nomor 715/2014 tanggal 5 November 
2014, bermeterai cukup sesuai asli, di mana Gunawan Agung Supritanto tidak dapat 
melunasi hutangnya atau kredit yang diambilnya tersebut dan telah mendapat Surat 
Peringatan 1 sampai dengan surat peringatan 3 dari pihak BRI, sebagaimana bukti. 
Fotocopy Surat Peringatan I Nomor: B.3252/KC-VIII/ADK/06/2016 tanggal 6 JUni 
2016, Fotocopy Surat Peringatan II Nomor: B.472/KC-VIII/ADK/02/2017 tanggal 
1 Februari 2017, dan Fotocopy Surat Peringatan III Nomor: B.10252/KC-
VIII/ADK/03/2017 tanggal 7 Maret 2017, bermeterai cukup sesuai asli, sampai 
akhirnya menjadi sengketa di persidangan di dalam perkara terdahulu dan perkara 
aquo. 
Salah satu yurisprudensi yang telah dijadikan yurisprudensi tetap pada tahun 
2018 adalah nomor 1/Yur/Perkons/2018 yang dalam kaidah hukumnya mengatakan 
“sengketa yang timbul dari perjanjian pembiayaan dan kredit baik dengan hak 
tanggungan maupun fidusia tidak tunduk pada Undang-Undang Perlindungan 
Konsumen”. Yurisprudensi sebelum dibenarkan oleh Mahkamah Agung belum 
dapat dikatakan sebagai yurisprudensi tetap atau lebih tepatnya disebut 
yurisprudensi tidak tetap karena untuk menjadi yurisprudensi tetap haruslah melalui 
uji eksaminasi dan notasi dari Mahkamah Agung oleh suatu tim yang telah ditunjuk 
untuk mengkaji suatu putusan. 
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Pendapat Mahkamah Agung dalam himpunan yurisprudensi tahun 2018 
mengenai permasalahan hukum yang timbul dari perjanjian pembiayaan konsumen 
pada kurun waktu 2006 sampai dengan 2012 terdapat dua pandangan hukum di 
Mahkamah Agung, pandangan pertama yang memandang bahwa hubungan hukum 
dalam sengketa perjanjian pembiayaan konsumen termasuk sebagai sengketa 
konsumen, pandangan kedua berpandangan bahwa sengketa yang timbul dari 
perjanjian pembiayaan konsumen termasuk sebagai wanprestasi sehingga bukan 
termasuk dalam lingkup sengketa konsumen. Oleh karena terbukti dari seluruh bukti 
surat tersebut, bahwa yang terjadi adalah sengketa terkait perjanjian kredit atau 
hutang piutang atau Debitur yang wanprestasi, dan telah mempertimbangkan 
beberapa putusan Mahkamah Agung yang telah menjadi acuan atau Yurisprudensi 
tetap, oleh karenanya perkara aquo terbukti adalah perjanjian hutang piutang atau 
terkait wanprestasi, bukan sengketa konsumen. 
Oleh karena perkara aquo adalah termasuk di dalam sengekta hutang 
piutang, bukan sengketa konsumen, oleh karenanya, Penggugat terbukti tidak 
memiliki Legal Standing (Hak Gugat Organisasi) sebagaimana yang dikehendaki 
oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan bukti surat berupa 
Fotocopy Surat Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen No. 
199/SPK.3.2/ SD/5/2013 tanggal 29 Mei 2013 tentang Hak Gugat (legal standing) 
LPKSM, di mana dalam point 7, dijelaskan bahwa dalam melakukan gugatan legal 
standing, Yapeknas bertindak sebagi Subjek penggugat bukan bertindak untuk dan 
atas nama konsumen (mewailiki konsumen), Jika Yapeknas bertindak untuk dan 
atas nama konsumen, maka harus memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 18 
Tahun 2003 tentang Advokat. 
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Penggugat seharusnya mengajukan gugatan di dalam mewakili Gunawan 
Agung Supriyanto, tidak dalam kapasitas Legal Standing (Hak Gugat) Lembaga 
Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, melainkan seharusnya melalui Jasa 
Advokat. Oleh karena Penggugat telah mengajukan gugatan yang bukan sengketa 
konsumen dan gugatan seharusnya diajukan melalui jasa Advokat, oleh karenanya 
Penggugat tidak memiliki Legal Standing (Hak Gugat) Lembaga Perlindungan 
Konsumen Swadaya Masyarakat. 
Menurut penulis penggugat selaku lembaga konsumen daam mengajukan 
gugatan mendasarkan pada legal standing sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pedoman 
Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata KHusus, 
Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI. Namun gugatan yang diajukan 
Penggugat dimaksudkan sebagai sengketa konsumen, karena Penggugat 
mengajukan gugatan didasarkan atas adanya pengaduan Gunawan Agung 
Supriyanto yang merupakan salah satu debitur Tergugat dan tidak 
mempresentasikan keseluruhan konsumen atau debitur Tergugat I. Pokok 
permasalahan yang diajukan Penggugat yaitu sebagai debitur macet, Gunawan 
AGung Supriyanto tidak memperoleh hak untuk mendapatkan restrukturisasi kredit 
dari Tergugat I dan Pembuatan APHT No.715/2014 tanggal 5 November 2014 
sebagai perjanjian pengikatan agunan milik Gunawan Agung Supriyanto oleh 
Tergugat II dan penerbitan SHT’nya oleh Tergugat III cacat hukum. 
Permasalah hukum tersebut bersumber dari adanya hubungan utang piutang 
antara Tergugat I selaku kreditur dengan Gunawan AGung Supriyanto selaku 
debitur sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Kredit tanggal 28 Desember 
  
68 
2012 Nomor 139 yang dibuat oleh atau dihadapan NY. Hertanti Pindayani, S.H., 
M.H, Notaris di Tegal, oleh karenanya secara yuridis permasalahan hukum tersebut 
bukan sengketa konsumen. Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah 
Agung RI Nomor 824 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 1 Februari 2011 yang menyatakan 
bahwa hubungan hukum antara kreditur dengan debitur merupakan hubungan 
hukum utang piutang bukan merupakan sengketa konsumen sebagaimana dimaksud 
Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.  
Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 
penerapan gugatan legal standing dalam hukum perlindungan konsumen sengketa 
utang piutang pada putusan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Tgl, Yapeknas Kabupaten 
Tegal mengajukan gugatan terhadap Pimpinan Cabang PT BRI Cabang Tegal. 
Pengajuan gugatan tersebut dilakukan karena Yapeknas Kabupaten Tegal menerima 
pengaduan masyarakat bernama Gunawan Agung Supriyanto sebagai Debitur 
dengan PT BRI Cabang Tegal yang hak-haknya dilanggar oleh tergugat berdasarkan 
Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 Huruf 
e Bahwa konsumen memiliki hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan 
upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Tergugat 
dianggap telah melanggar Pasal 13 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta 
Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah dan Pasal 1365, 1366, 1367 ayat (3) 
KUH Perdata. 
Gugatan tersebut tidak apat diterima, karena dalam mengajukan gugatannya 
tidak bertindak untuk kepentingan umum. Hal ini sesuai dengan Buku II Pedoman 
Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan 
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Peradilan Mahkamah Agung disebutkan organisasi kemasyarakatan/ lembaga 
swadaya masyarakat dapat mengajukan gugatan untuk kepentingan masyarakat. 
Namun faktanya Yapeknas Kabupaten Tegal mengajukan gugatan untuk 
kepentingan Gunawan Agung Supriyanto sebagai Debitur dengan PT BRI Cabang 
Tegal yang merasa dirugikan. Oleh karena Yapeknas Kabupaten Tegal hanya 
mengajukan gugatan untuk kepentingan individu semata dan bukan untuk 
kepentingan umum masyarakat pengguna barang dan jasa (konsumen) secara 
keseluruhan atau kepentingan orang banyak, maka Yapeknas Kabupaten Tegal tidak 
mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan legal standing. Jadi 
perkara Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Tgl adalah termasuk di dalam sengekta hutang 
piutang, bukan sengketa konsumen, maka Yapeknas Kabupaten Tegal tidak 
memiliki Legal Standing (Hak Gugat Organisasi) sebagaimana yang dikehendaki 
oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen. 
Berdasarkan Surat dari Dirjen Standardisasi dan Perlindungan Konsumen 
terkait Hak Gugat (Legal Standing), di mana dalam point 7 dijelaskan bahwa dalam 
melakukan gugatan legal standing, Yapeknas bertindak sebagi Subjek penggugat 
bukan bertindak untuk dan atas nama konsumen (mewailiki konsumen), Jika 
Yapeknas bertindak untuk dan atas nama konsumen, maka harus memenuhi 
ketentuan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Menimbang dan 
mengajukan gugatan di dalam mewakili Gunawan Agung Supriyanto, tidak dalam 
kapasitas Legal Standing (Hak Gugat) Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya 
Masyarakat, melainkan seharusnya melalui Jasa Advokat. 
Penerapan gugatan legal standing dalam perkara perlindungan konsumen di 
Indonesia belum berjalan secara efektif. Gagalnya gugatan-gugatan legal standing 
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yang diajukan LPKSM untuk melindungi kepentingan konsumen disebabkan oleh 
beberapa faktor yang pertama yaitu terdapat perbedaan penafsiran mengenai 
kepentingan yang harus diwakili LPKSM. Pengadilan menafsirkan bahwa gugatan 
legal standing harus mewakili kepentingan konsumen dalam jumlah yang banyak. 
Namun Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak mengatur bahwa 
sekelompok konsumen merupakan subjek hukum yang harus diwakili oleh LPKSM, 
sehingga seharusnya dikembalikan kepada pengertian konsumen yang diatur dalam 
Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu sendiri yang menyebutkan bahwa 
konsumen merupakan setiap orang pengguna barang dan/atau jasa. Sehingga jelas 
bahwa penafsiran pengadilan mengenai kepentingan konsumen yang diwakili 
LPKSM bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu sendiri. 
Kedua, tidak pahamnya LPKSM mengenai syarat yang harus dipenuhi untuk dapat 
mengajukan gugatan sebagimana telah diatur dalam Pasal 46 Ayat (1) Huruf c 
Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjadi penyebab gugatan yang 
diajukan tidak dapat diterima. Selain itu, tidak diaturnya hukum formil dari 
mekanisme gugatan legal standing dalam perkara perlindungan konsumen membuat 
tidak adanya dasar hukum yang jelas bagi para pihak untuk menerapkan mekanisme 
gugatan legal standing. 
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BAB IV 
PENUTUP  
 
A. Simpulan  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab III, maka dapat 
penulis simpulkan hal-hal sebagai berikut: 
1. Pengaturan hak gugat organisasi (legal standing) pada perkara hukum 
perlindungan konsumen di Indonesia diatur dalam Pasal 46 Ayat (1) Huruf c 
Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Syarat yang harus dipenuhi oleh 
LSM dalam pengajuan gugatan legal standing pada perkara hukum 
perlindungan konsumen yaitu terdaftar pada pemerintah kabupaten/kota dan 
bergerak di bidang perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam 
anggaran dasarnya, berbentuk badan hukum atau yayasan, dalam anggaran 
dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi 
tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah 
melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.  
2. Penerapan gugatan legal standing dalam hukum perlindungan konsumen 
sengketa utang piutang pada putusan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Tgl, yaitu 
Yapeknas Kabupaten Tegal mengajukan gugatan legal standing terhadap 
Pimpinan Cabang PT BRI Cabang Tegal. Pengajuan gugatan tersebut dilakukan 
karena adanya pengaduan masyarakat bernama Gunawan Agung Supriyanto 
yang diduga hak-haknya dilanggar oleh tergugat. Penerapan gugat legal 
standing tidak apat diterima, karena dalam mengajukan gugatannya tidak 
bertindak untuk kepentingan umum.  
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B. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, 
maka saran yang dapat penulis sampaikan antara lain: 
1. Diharapkan Segera dibentuknya hukum formil yang mengatur mengenai 
mekanisme gugatan legal standing dalam perkara perlindungan konsumen di 
Indonesia. Hakim pengadilan sebagai penegak hukum diharapkan juga dapat 
lebih adil dalam memberikan pertimbangan hukum di setiap putusan yang 
dikelurkannya guna mencapai keadilan yang sebenarnya bagi para pihak yang 
bersengketa dengan menggunakan hukum perundang-undangan yang berlaku. 
2. Hendaknya diperhatikan apabila bertindak sebagai Lembaga Perlindungan 
Konsumen Swadaya Masyarakat harus memenuhi persyaratan, baik syarat 
formil maupun syarat materiil, agar memiliki kapasitas hukum sebagai 
penggugat dalam gugatan legal standing yaitu bertindak untuk kepentingan 
umum bukan untuk kepentingan pribadi dan dalam pencantuman petitum 
seharusnya berisikan penghentian kegiatan, permintaan maaf, dan pembayaran 
uang paksa (dwangsom) bukan ganti kerugian, serta memperjuangkan 
kepentingan umum harkat dan martabat orang banyak 
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